DISPUTE AVOIDANCE/ADJUDICATION BOARD (DAAB) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA by AGUNG WIBOWO, 031714253040
TESIS 
 
DISPUTE AVOIDANCE/ADJUDICATION BOARD (DAAB)                   













PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA





DISPUTE AVOIDANCE/ADJUDICATION BOARD (DAAB)                   



















PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 







IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DISPUTE AVOIDANCE/ADJUDICATION..... AGUNG WIBOWO
ii 
LEMBAR PENGESAHAN 
Tesis ini telah disetujui, 
Tanggal 19 Juli 2019 
Oleh 
Dosen Pembimbing 
Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. 
 NIP. 196101271986011003 
Mengetahui: 
Ketua Program Studi Kenotariatan 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. 
NIP. 196808101992031022 
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DISPUTE AVOIDANCE/ADJUDICATION..... AGUNG WIBOWO
iii 
Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,  
Pada tanggal 19 Juli 2019 
PANITIA PENGUJI TESIS: 
Ketua :  Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H. 
Anggota : 1. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. 
2. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
3. Sujayadi, S.H., LL.M.
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DISPUTE AVOIDANCE/ADJUDICATION..... AGUNG WIBOWO
iv 
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS 
Nama  : Agung Wibowo, S.H. 
NIM  : 031714253040 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul Tesis : Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) sebagai 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai 
persamaan dengan tesis lain. 
Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila 
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanski oleh Pimpinan Fakultas. 
Surabaya,  19  Juli 2019 
Yang membuat pernyataan, 
Agung Wibowo, S.H. 
NIM. 031714253040 
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA





Penelitian ini memiliki 2 (dua) pokok permasalahan yaitu : (1) Apa 
karakteristik penyelesaian sengketa melalui Dispute Avoidance/Adjudication 
Board (DAAB); (2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak 
yang tidak dapat menerima putusan Dispute Avoidance/Adjudication Board 
(DAAB). Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode penelitian 
hukum yuridis normatif. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik dari DAAB yaitu 
dibentuk sebelum terjadinya sengketa dan berdasarkan kontrak (DAA Agreement) 
diantara pihak kontraktor, pihak pemilik proyek dan anggota DAAB, bisa terdiri 
dari anggota tunggal atau 3 (tiga) anggota, bersifat rahasia (konfidensial), dapat 
berfungsi sebagai lembaga konsultasi (keputusannya tidak mengikat) dan sebagai 
lembaga penyelesaian sengketa (putusan bersifat final dan mengikat jika tidak 
diajukan surat notifikasi keberatan atas putusannya (NOD) dan putusan bersifat 
final meskipun ada pihak yang mengajukan keberatan), biaya ditanggung oleh 
pihak kontraktor dan pihak pemilik proyek. Upaya hukum yang dapat dilakukan 
oleh pihak yang merasa keberatan atas putusan DAAB dapat mengajukan 
permohonan/gugatan ke arbitrase dengan catatan putusan DAAB bisa dijadikan 
sebagai alat bukti untuk berperkara di arbitrase. 
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This research having 2 (two) the main issues: (1) What are the 
characteristics of dispute resolution by Dispute Avoidance/Adjudication Board 
(DAAB); ( 2 ) What is the legal remedy that can be implemented if either party is 
dissatisfied with the Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB)’s decision. 
This research is a legal research that uses the normative method of legal study. 
And also this research uses statue and conceptual approach.  
The result of this research suggests that characteristic of DAAB is formed 
before the dispute raised, empowered by contract (DAA Agreement) between the 
contractor, employer and DAAB members, could consist of the sole or 3 (three) 
members, confidential, can serve consultation (not binding decisions) and as 
dispute resolution board and as a dispute resolution (decisions become final and 
binding if were not filed a notification of dissatisfaction to its decisions (NOD) 
and decisions be final despite there are a notification of dissatisfaction to its 
decisions), expenses incurred by the contractor and the employer. The legal 
remedy that can be implemented if either party is dissatisfied with the Dispute 
Avoidance/Adjudication Board (DAAB)’s decision is a party may submit a 
request to arbitration then the DAAB’s decisions can be used as an evidence in 
arbitration. 
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1. Latar Belakang  
Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa 
Konstruksi (selanjutnya disebut UUJK) menyatakan bahwa sektor jasa 
konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang 
berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi 
kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. 
Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi 
berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri 
barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan 
secara luas mendukung perekonomian nasional. 1 
Kontrak tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis. Semakin 
berkembang ragam bisnis semakin berkembang pula jenis-jenis kontrak. 
Perkembangan hukum kontrak dewasa ini melalui proses yang cukup panjang 
mengikuti perkembangani dunia bisnis dan perdagangan.2 Dalam bukunya, 
Agus Yudha H. menyatakan bahwa aktivitas bisnis pada dasarnya senantiasa 
dilandasai aspek hukum terkait. Ibaratnya sebuah kereta apii hanya akan dapat 
berjalan menuju tujuannya apabila ditopang dengan rel yang berfungsi sebagai 
																																								 																				
1 Lihat Paragraf Kedua Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 
Jasa Konstruksi. 
2 Y. Sogar Simamora., Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, h. 27. 
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landasan geraknya. Tidak berlebihan kiranya, apabila keberhasilan suatu 
proses bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa 
memerhatikan aspek kontraktual yang membingkai aktivitas bisnis mereka. 
Dengan demikian, bagaimana agar bisnis mereka berjalan sesuai tujuan akan 
berkorelasi dengan struktur kontrak yang dibangun bersama. Kontrak akan 
melindungi proses bisnis para pihak, apabila pertama-tama dan terutama, 
kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi prosess penentu 
hubungan hukum selanjutnya.3 
Dengan makin berkembangnya suatu peradaban/modernisasi 
kehidupan/meningkatnya usaha dan hubungan para pengusaha, peluang 
sengketa makin terbuka lebar. Untuk itu, sangat dirasakan kebutuhan tata cara 
penyelesaian sengketa-sengketa perdagangan dengan cepat dan murah, 
khususnya dapat tetap menjaga nama baik dan kepentingan-kepentingan 
perdagangan bagi pihak yang bersengketa.4 Secara konvensional, penyelesaian 
sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka 
pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa 
sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain). 5 
Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat 
kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritisi hukum. Peran dan 
																																								 																				
3 Agus Yudha H., Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, h. 156. 
4 Anita D.A. Kolopaking, Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak 
Melalui Arbitrase, PT Alumni, Bandung, 2013, h. 5. 
5 Joko Nur Sariono dan Agus Dono Wibawanto, Penyelesaian Sengketa Bisnis 
Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Perspektif, Volume XI No.3, Juli 2006, h. 246. 
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fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat 
(overloaded). Lamban dan baung waktu (waste of time). Biaya mahal (very 
expensive) dan kurang tanggap (unresponsive) terhadap kepentingan umum. 
Atau dianggap terlampau formalistik (formalistic) dan terlampau teknis 
(technically). 6 
Upaya konkret Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 
mengatasi lambannya proses penyelesaian perkara di pengadilan sekaligus 
sebagai penerapan asas peradilan sederhana tersebut sebenarnya sudah 
diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Selanjutnya 
disebut PERMA Gugatan Sederhana) dan Mahkamah Agung juga sudah 
mengatur mediasi yang diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan, 
dengan kewajiban menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap 
pemeriksaan pokok perkara. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan (Selanjutnya disebut PERMA Mediasii). Tetapi hal ini juga belum 
mampu memenuhi tuntutan perkembangan bisnis yang menginginkan 
penyelesaian sengketa secara cepat dan murah, karena proses mediasi tersebut 
sebelumnya harus melalui formalitas pengajuan gugatan terlebih dahulu dan 
pemanggilan para pihak yang memerlukan prosedur yang berbelit-belit dan 
memerlukan waktu yang berlarut-larut. 
																																								 																				
6 Ajarotoni Nasution dan Theodrik Simorangkir, Masalah Hukum Arbitrase Online, 
BPHN Kemenkumham RI, Jakarta, 2010, h. 4. 
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Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama 
mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami 
ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena 
tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui 
lembaga peradilan tidak selaluu menguntungkan kepentingan para pihak yang 
bersengketa. 7 Terlebih lagi apabila sengketa tersebut tidak kunjung selesai 
dalam kurun waktu yang relatif cepat, mengingat adanya pihak yang beritikad 
tidak baik/sengaja menunda-nunda permasalahan yang sedang dihadapinya, 
baik dalam pelaksanaan pra sengketa, maupun dalam persidangan 
penyelesaian sengketa, sehingga berdampak kerugian bagi pribadi/perusahaan 
dalam menjalankan usahanya.8 
Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di Indonesia juga 
dikenal penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase. Arbitrase yang biasa 
dikenal di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya 
disebut BANI) dan khususs untuk penyelesaian sengketa konstruksi dikenal 
dengan Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi 
Indonesia  (selanjutnya disebut BADAPSKI). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa 
(selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS), mendefinisikan arbitrase, yaitu 
cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 
																																								 																				
7 Ibid. 
8 Anita D.A. Kolopaking, Op. Cit., h. 5. 
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didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak 
yang bersengketa.  
Di dalam arbitase, para pihak menyetujuii untuk menyelesaikan 
sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. 
Arbitrase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat. 9 Dalam Penjelasan UU 
Arbitrase dan APS dijelaskan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase 
mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan 
tersebut antara lain: 
a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 
b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan 
administratif; 
c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai 
pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai 
masalah yang disengketakan, jujur dan adil; 
d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan 
e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan 
melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat 
dilaksanakan. 
Meskipun memiliki keunggulan dibandingkan pengadilan, tetapi 
proses penyelesaian sengketanya yang harus melalui permohonan (gugatan) 
																																								 																				
9 Kunti Kalma Syita, Penerapan Prinsip Pembuktian Hukum Perdata Formil dalam 
Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Yuridika, Volume 29 No 1, Januari 
- April 2014, h. 19. 
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terlebih dahulu dengan formalitasnya sehingga memerlukan waktu yang cukup 
lama, dan adanya biaya pendaftaran dan biaya pelaksanaan arbitrase yang harus 
dibayar terlebih dahulu olehh pihak yang bersengketa menjadikan kelemahan 
dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 
Dalam perkembangannya standar kontrak konstruksi yang 
diterbitkan oleh FIDIC tahun 2017 yaitu Standar Kontrak Konstruksi 
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) (selanjutnya 
disebut FIDIC) telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa didalam 
klausula kontraknya, yaitu melalui Dispute Avoidance/Adjudication Board 
(selanjutnya disebut DAAB) sebagai alternatif_penyelesaian sengketa bagi para 
pihak yang berkontrak. 
DAAB merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui 
dewan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (5) UUJK. Dewan 
sengketa dibentuk dalam klausula kontrak konstruksi dan sebelum terjadinya 
sengketa. DAAB ditunjuk sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan 
sengketa apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang berkontrak. DAAB 
sebagai bentuk perkembangan penyelesaian sengketa dalam rangka 
mewujudkan idealisme penyelesaian sengketa sebagaimana terdapat dalam 
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kehakiman), yaitu penyelesaian sengketa 
yang sederhana, cepat, dan biayaa ringan.  
Berdasarkan  uraian  diatas, menarik  kiranya  untuk  dibahas suatu 
permasalahan pengaturan DAAB dalam Standar Kontrak konstruksi FIDIC 
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2017 kedalam  suatu  bentuk  penelitian  dengan judul: ”DISPUTE 
AVOIDANCE/ADJUDICATION BOARD (DAAB) SEBAGAI ALTERNATIF 
PENYELESAIAN SENGKETA”. 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan 
suatu  permasalahan, yaitu: 
1. Apa karakteristik penyelesaian sengketa melalui Dispute 
Avoidance/Adjudication Board (DAAB)? 
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak yang tidak dapat 
menerima putusan Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB)? 
 
3. Tujuan Penelitan 
Bertitik tolak dari rumusan permasalahan diatas, mengenai tujuan 
dari penelitiann ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang 
ada tersebut, yaitu: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa karakteristik penyelesaian 
sengketa melalui Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah upaya hukum yang dapat 
ditempuh oleh Pihak yang tidak dapat menerima putusan Dispute 
Avoidance/Adjudication Board (DAAB). 
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4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan untuk dicapai dari hasil penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
4.1 Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum, khususnya pada bidang hukum kenotariatan. 
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 
pengetahuan mengenai pengaturan DAAB sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa dalam standar kontrak konstruksi. 
4.2 Manfaat Praktis 
Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat 
praktis. Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 
1) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak kerja 
konstruksi dalam dunia jasa konstruksi diantaranya penyedia jasa 
dan pengguna jasa, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan suatu pandangan baru dan suatu pemahaman-mengenai 
pengaturan DAAB sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam 
Standar Kontrak Konstruksi FIDIC. 
2) Kalangan akademis, diharapkan hasil analisis penelitian ini dapat 
memberikan pemahaman baru untuk membuat dan meneliti lebih 
lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan 
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pandangan lain terkait dengan pengaturan DAAB sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa dalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC. 
3) Masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 
sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam bidang hukum 
kenotariatan khususnya dalam hal konsep pengaturan DAAB 
sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam Standar Kontrak 
Konstruksi FIDIC. 
4) Peneliti sendiri, dalam rangka membekali peneliti pengetahuan dan 
pemahaman mengenai pengaturan DAAB sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa dalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC. 
 
5. Tinjauan Pustaka 
5.1 Tinjauan Umum Kontrak Konstruksi dan Standar Kontrak 
Konstruksi FIDIC  
5.1.1 Tinjauan Umum Kontrak Konstruksi 
Menurut Agus Yudha H. dalam bisnis pertukaran 
kepentingan para pihak senatiasa dituangkan dalam bentuk kontrak 
mengingat setiap langkah bisnis adalah langkah hukum (i.c. kontrak). 
Ungkapan ini merupakan landasan utama yang harus diperhatikan 
para pihak yang berinteraksi dalam dunia bisnis. Meskipun para pihak 
acap kali tidak menyadarinya, namun setiap pihak yang memasuki 
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belantara bisnis pada dasarnya melakukan langkah-langkah hukum 
dengan segala konsekuensinya.10 
Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah 
untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) 
berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan 
demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling 
menguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau 
bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang berkontrak.11 
Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama 
pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah ini merupakan 
terjemahan dari “contract”, “overeenkomsf” atau “contraf”. 12 Istilah 
kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersial dalam 
hubungan hukum yang dibentuk, 13 sedangkan istilah perjanjian 
cakupannya lebih luas. Sedangkan Burgerlijk Wetboek (selanjutnya 
disebut BW) dalam Pasal 1313 memberikan definisi perjanjian yaitu 
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
Kontrak konstruksi dalam Hukum Indonesia diatur dalam 
UUJK dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 sebagaimana 
																																								 																				
10 Agus Yudha H., Op. Cit., h. 74. 
11 Ibid., h. 6. 
12 Y. Sogar Simamora., Op. Cit., h. 24. 
13 Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Vol. 18 No. 
3 Mei 2003, h. 196 dikutip oleh Y. Sogar Simamora., Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum 
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 
2017, h. 24. 
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terakhir diubahi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2015 
tentang Perubahan Keduaa atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi (selanjutnya disebut 
PPJK). 14 UUJK telah mewajibkan antara Pengguna Jasa dan Penyedia 
Jasa dalam hubungan kerja konstruksinya dilakukan pengikatan 
dengan Kontrak Kerja Konstruksi. 15 Mengenai Definisi kontrak 
konstruksi, dalam Pasal 1 angka 8 UUJK menyatakan bahwa kontrak 
kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur 
hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam 
penyelenggaraan jasa konstruksi. Menurut Black’s Law Dictionary 
kontrak konstruksi didefinisikan sebagai: a contract setting forth the 
specifications for a building project’s construction. Kontrak 
konstruksi adalah suatu kontrak yang memuat spesifikasi untuk suatu 
pembangunan proyek konstruksi. 16 
UUJK telah menentukan hal-hal apa saja yang harus 
diatur dan dapat diatur pada suatu kontrak konstruksi yang diatur 
dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 UUJK, yaitu sebagai berikut: 
 
																																								 																				
14 Khusus untuk Kontrak Konstruksi dalam rangka pengadaan barang dan jasa 
pemerintah diatur juga dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Selanjutnya disebut Perpres PBJ), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 31/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi Dan Jasa Konsultansii (Selanjutnya disebut Permenpu SDP). 
15 Lihat ketentuan Pasal 46 Ayat (1) UUJK. 
16 Brian A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, West Group, St.Paul 
Minnesota, 2004. dikutip dari Sarwono Hardjomuljadi, Manajemen Klaim Konstruksi FIDIC 
Condition of Contract, Logoz Publishing, Bandung, 2015, h. 8. 
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1) Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak; 
2) Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang 
lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan 
batasan waktu pelaksanaan; 
3) Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu 
pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab 
penyedia jasa; 
4) Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa 
untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya 
untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak 
penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa 
serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi; 
5) Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban 
mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; 
6) Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban 
pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa 
konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran; 
7) Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam 
hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
diperjanjikan; 
8) Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara 
penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; 
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9) Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang 
pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak 
dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; 
10) Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang 
timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang 
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; 
11) Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban 
penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan 
dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan; 
12) Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para 
pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta 
jaminan sosial; 
13) Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan 
pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu 
peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan 
kecelakaan dan/atau kematian; 
14) Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam 
pemenuhan ketentuan tentang lingkungan; 
15) Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum 
kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau 
akibat dari kegagalan bangunan;  
16) Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi; 
17) Kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif; 
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18) Layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak 
kekayaan intelektual; 
19) Ketentuan tentang sub penyedia jasa serta pemasok bahan, 
komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi 
standar yang berlaku jasa konstruksi;  
20) Kewajiban alih teknologi, jika dilakukan oleh pihak asing; dan 
21) Kewajiban kontrak menggunakan Bahasa Indonesia, dalam hal 
dibuat dalam dua bahasa, jika terjadi perbedaan atau 
pertentangan maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia. 
 
Selain diatur dalam UUJK, mengenai hal-hal yang harus 
diatur dan hal-hal yang dapat diatur dalam kontrak konstruksi 
ditentukan juga dalam PPJK, yaitu dalam Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, 
dan Pasal 24 PPJK. Hal-hal yang diatur diantaranya sebagai berikut: 
(1) Kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan : 
a. Bentuk imbalan yang terdiri dari : 
1) Lump sum ; 
2) Harga satuan; 
3) Biaya tambah imbalan jasa; 
4) Gabungan  lump sum dan harga satuan; atau 
5) Aliansi. 
b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri 
dari: 
1) Tahun tunggal; atau 
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2) Tahun jamak. 
c. Cara pembayaran hasil pekerjaan : 
1) Sesuai kemajuan pekerjaan; atau 
2) Secara berkala. 
(2) Kontrak kerja konstruksi_sekurang-kurangnya harus memuat 
dokumen yang meliputi : 
a. Surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan 
penyedia jasa yang memuat antara lain : 
1) Uraian para pihak; 
2) Konsiderasi; 
3) Lingkup pekerjaan; 
4) Hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu 
pelaksanaan; dan 
5) Daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan 
keberlakuannya; 
b. Dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh 
pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa 
untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan 
tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum 
dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak); 
c. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh 
penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi 
metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya; 
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d. Berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna 
jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau 
penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-
hal_yang menimbulkan keragu-raguan; 
e. Surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima 
atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; 
dan 
f. Surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan 
kesanggupan untuk melaksanakan-pekerjaan. 
(3) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat 
uraian mengenai:  
a. Para pihak yang meliputii :  
1) Akta badan usaha atau usaha orang perseorangan;  
2) Nama wakil/kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada 
akta badan usaha atau sertifikat  keahlian kerja dan sertifikat 
keterampilan kerja bagi usaha orang perseorangan; dan  
3) Tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha 
orang perseorangan;  
b. Rumusan pekerjaan yang meliputi:  
1) Pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan;  
2) Volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan;  
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3) Nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai 
pekerjaan akibat fluktuasi harga untuk kontrak kerja 
konstruksi bertahun jamak;  
4) Tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran; dan  
5) Jangka waktu pelaksanaan;  
c. Pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi : 
1) Jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa 
yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, 
pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, 
tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan; 
2) Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) 
memuat : 
a) Nilai jaminan; 
b) Jangka waktu pertanggungan; 
c) Prosedur pencairan; dan 
d) Hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan 
3) Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai 
dengan kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat 
mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari 
penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban 
penyedia jasa; 
d. Tenaga ahli yang meliputi: 
1) Persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli; 
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2) Prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli 
yang dipekerjakan; dan 
3) Jumlah tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan; 
e. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi 
meliputi: 
1) Hak dan kewajiban pengguna jasa; dan 
2) Hak dan kewajiban penyedia jasa; 
f. Cara pembayaran memuat : 
1) Volume/besaran fisik; 
2) Cara pembayaran hasil pekerjaan; 
3) Jangka waktu pembayaran; 
4) Denda keterlambatan pembayaran; dan 
5) Jaminan pembayaran; 
g. Ketentuan mengenai cidera janji yang meliputi : 
1) Bentuk cidera janji : 
a) Oleh penyedia jasa yang meliputi : 
- tidak menyelesaikan tugas; 
- tidak memenuhi mutu; 
- tidak memenuhi kuantitas; dan 
- tidak menyerahkan hasil pekerjaan; dan 
b) Oleh pengguna jasa yang meliputi : 
- terlambat membayar;  
- tidak membayar; dan 
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- terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan; 
dan 
2) Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia 
jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk 
memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau 
perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang 
hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan 
atau pemberian ganti rugi; 
h. Penyelesaian perselisihan memuat : 
1) Penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif 
penyelesaian sengketa, atau arbitrase; dan 
2) Penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Hukum 
Acara Perdata yang berlaku; 
i. Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat : 
1) Bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang 
disepakati para pihak atau pemutusan secara sepihak; dan 
2) Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa 
sebagai konsekuensi dari pemutusan kontrak kerja 
konstruksi; 
j. Keadaan memaksa mencakup kesepakatan mengenai : 
1) Risiko khusus; 
2) Macam keadaan memaksa lainnya; dan 
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3) Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada 
keadaan memaksa; 
k. Kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan meliputi : 
1)Jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan; 
dan 
2)Bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan; 
l. Perlindungan pekerja memuat : 
1) Kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; dan 
2) Bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja; dan 
m. Aspek lingkungan memuat : 
1) Kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan undang-undang 
yang berlaku; dan 
2) Bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap 
lingkungan dan manusia. 
(4) Kontrak kerja konstruksi harus memuat ketentuan tentang Hak 
Atas Kekayaan Intelektual yang mencakup: 
a. Kepemilikan hasil perencanaan, berdasarkan kesepakatan; dan 
b. Pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil 
perencanaan yang telah dimiliki oleh pemegang hak cipta dan 
hak paten yang telah dimiliki oleh pemegang hak paten sesuai 
undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang tentang 
hak paten. 
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(5) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang insentif 
yang mencakup persyaratan pemberian insentif, dan bentuk 
insentif. 
(6) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang sub 
penyedia jasa dan atau pemasok bahan dan atau komponen 
bangunan dan atau peralatan mengenai hal-hal : 
a. Pengusulan oleh penyedia jasa dan pemberian izin oleh 
pengguna jasa untuk sub penyedia jasa/pemasok bahan dan 
atau komponen bangunan dan atau peralatan; 
b. Tanggung jawab penyedia jasa dalam kaitan penggunaan sub 
penyedia jasa/pemasok terhadap pemenuhan ketentuan 
kontrak kerja konstruksi; dan 
c. Hak intervensi pengguna jasa dalam hal :  
1) Pembayaran dari penyedia jasa kepada sub penyedia 
jasa/pemasok terlambat; dan  
2) Sub penyedia jasa/pemasok tidak memenuhi ketentuan 
kontrak kerja konstruksi.  
(7) Pada kontrak kerja konstruksi dengan mempergunakan 2 (dua) 
bahasa harus dinyatakan secara tegas hanya 1 (satu) bahasaa yang 
mengikat secara hukum. 
(8) Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di 
Indonesia. 
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Selanjutnya Sarwono Hardjomuljadi memberikan 
pandangan mengenai ciri khasnya kontrak konstruksi, yaitu kontrak 
konstruksi tidak dapatt ditangani dengan pemahaman yang sama 
dengan kontrak-kontrak lainnya, karena kontrak konstruksi adalah 
suatu kontrak yang bersifat sangat dinamis, dimana harga kontrak 
akan selalu berubah dari waktu kewaktu, karena adanya penyesuaian-
penyesuaian volume ataupun perubahan metode pelaksanaan, baik 
yang diperintahkan oleh pengguna jasa melalui perintah perubahan 
(VO/Variation Order) maupun yang tidak diperintahkan tetapi harus 
dikerjakan untuk penyelesaian proyek (CCO/Constructive Change 
Orderr). Perbedaan lain dengan kontrak-kontrak pengadaan barang 
lainnya, adalah karena kontrak konstruksi memperjanjikan sesuatu 
yang belum ada, yang harus diselesaikan oleh kontraktor dengan 
imbalan pembayaran untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh 
kontraktor sejauh kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan spesifikasi 
yang disepakati dalam kontrak. 17 
5.1.2 Tinjauan Umum Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 
Menurut Sarwono Hardjomuljadi, penggunaan standar 
kontrak konstruksi FIDIC adalah untuk menjaga terlaksananya 
kontrak dengan baik dan mengurangi ketidakpastian dan juga 
																																								 																				
17 Sarwono Hardjomuljadi, Manajemen Klaim Konstruksi FIDIC Condition of 
Contract, Logoz Publishing, Bandung, 2015, h. 9. 
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mempermudah pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan berbekal 
kepada pengalaman proyek sebelumnya yang sejenis.18   
Standar Kontrak FIDIC tidak serta merta berlaku di 
Indonesia dan mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam 
kegiatann konstruksi. Standar Kontrak FIDIC hanya dapat berlaku 
apabila para pihak yang berkontrak sepakat untuk menggunakan 
standar kontrak FIDIC yang akan digunakan dalam pelaksanaan 
kegiatan konstruksi. Apabila para pihak telah sepakat menggunakan 
Standar Kontrak FIDIC, maka hal itu berlaku sebagai undang-undang 
bagi para pihak yang berkontrak. Hal ini sesuai dengan azas 
kebebasan berkontrak dan ketentuan Pasal 1338 BW Ayat (1), yaitu:	
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. 
FIDIC merupakan singkatan dari Fédération 
Internationale Des Ingénieurs-Conseils atau jika versi Bahasa 
Inggrisnya International Federation of Consulting Engineers, 
merupakan sebuah federasi internasional konsultan yang kantornya 
berlokasi di Geneva, Swiss.19 FIDIC didirikan oleh empat organisasi 
insinyur konsultan nasional di Eropa dengan tujuan untuk 
mempromosikan secara bersama-sama kepentingan-kepentingan para 
anggotanya, dan untuk penyebarluasan informasi. 20 Standar Kontrak 
																																								 																				
18 Ibid., h. 28. 
19 Lihat lebih jauh dalam Statuta FIDIC Edisi September 2015. 
20 Munir Fuady, Kontrak Pemborongan Mega Proyek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1998, h. 81. 
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Konstruksi FIDIC merupakan standar kontrak konstruksi yang 
diterbitkan oleh FIDIC sebagai jawaban atas kebutuhan dari dunia 
konstruksi yang sebagaimana dijelaskan dalam akhir Sub-Bab 5.1.1 
yaitu bahwa kontrak konstruksi mempunyai ciri khas sendiri yang 
memerlukan pemahaman berbeda dibandingkan dengan kontrak 
lainnya. Standar kontrak tersebut masih digunakan sampai dengan 
saat ini dalam berbagai proyek konstruksi di seluruh dunia. Di 
Indonesia Standar Kontrak Konstruksi FIDIC biasanya digunakan 
dalam proyek konstruksi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara 
yang pendanaannya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri, 
karena memang dipersyaratkan oleh pemberi pinajaman/hibahnya. 
Pada tahun 1999 FIDIC menerbitkann Standar Kontrak 
Konstruksi FIDIC (FIDIC Conditions of Contract) Rainbow Series, 
yang terdiri dari Red Book (Condition for Contract Construction), 
Yellow Book (Conditions of Contract for Plant_and Design-Build), 
dan Silver Book (Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project). 
Red Book dipergunakan dalam hal desain disiapkan oleh Pengguna 
Jasa sedangkan Yellow Book dan Silver Book digunakan apabila 
desain disiapkan oleh Kontraktor. Kemudian pada tahun 2006 FIDIC 
menerbitkan Standar Kontrak Konstruksi FIDIC Condition of 
Contract for Construction MDB Harmonised Edition 2006 yang 
merupakan hasil penyempurnaan dari FIDIC Red Book edisi 1999. 
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Kemudian FIDIC Condition of Contract for Construction MDB 
Harmonised Edition 2006 banyak digunakan dalam proyek-proyek 
yang didanai oleh pinjaman/hibah luar negeri karena sebagai salah 
satu hal yang disyaratkan dalam pinjaman/hibah luar negeri tersebut. 
Menurut Sarwono Hardjomuljadi, yang membedakan FIDIC MDB 
Harmonised Edisi 2006 dengan FIDIC Red Book edisi 1999 , yaitu 
didalamnya sudah mengatur: 21  
(a) Mengizinkan keterlibatan pihak Bank pemberi pinjaman; 
(b) Memuat beberapa aturan terkait dengan penghentian 
disbustment oleh pihak bank; 
(c) Memberlakukan tenggat waktu bagi pengguna jasa, seperti yang 
diberlakukan bagi kontraktor; 
(d) Memberi perhatian lebih luas bagi issue social; 
(e) Memberi perhatian yang sangat besar pada tindakan anti-
korupsi. 
Struktur Standar Kontrak Konstruksi FIDIC diantaranya 
terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: 
1) Surat Penunjukkan (Letter of Acceptance); 
2) Syarat Umum (General Condition); 
3) Syarat Khusus (Particular Condition): 
a. Bagian A: Data Kontrak (Contract Data); 
																																								 																				
21 Sarwono Hardjomuljadi, Op. Cit., h. 30. 
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b. Bagian B: Persyaratan Spesial (Special Provisions) 
4) Formulir Standar: 
a. Surat Tender/Penawaran (Letter of Tender); 
b. Kontrak (Contract Agreement); 
c. Jaminan (Form of Securities). 
Didalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC Edisi 2017 terdapat 
tambahan berupa: 
a. Format Perjanjian DAAB (DAAB Agreement); 
b. Syarat Umum Perjanjian DAAB; 
c. Peraturan Prosedur (Procedural Rules) DAAB; 
d. Catatan Khusus (Advisory Notes) dalam hal Proyek Menggunakan 
Program BIM (Building Information Modelling Systems). 
Sarwono Hardjomuljadi memberikan catatan dalam 
penggunaan standar kontrak konstruksi FIDIC, yaitu bahwa beberapa 
ketentuan penting yang harus dipahami oleh pengguna standar 
kontrak ini adalah: Persyaratan Umum harus digunakan secara utuh, 
tidak diubah atau digunakan sepotong-sepotong. Penggunaan 
sepotong-sepotong ini mengakibatkan adanya kerancuan yang 
berujung pada interpretasi yang berbeda sehingga permasalahan 
menjadi semakin rumit, di samping itu perubahan yang disesuaikan 




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA






5.2 Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Konstruksi 
  Definisi sengketa menurut Anita D.A. Kolopaking adalah 
pertentangan, perselisihan atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang 
satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihakk yang satu dengan berbagai 
pihak yang berkaitan dengan hak yakni sesuatu yang bernilaii, baik itu 
berupa uang maupun benda. 23 
Sengketa kontrak konstruksi biasanya berawal dari sebuah klaim 
yang tidak disetujui oleh salah satu pihak. Klaim yang biasanya diajukan 
oleh pihak kontraktor diantaranya adalah klaim variasi pekerjaan tambah 
kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan, penyesuaian harga (eskalasi 
harga), kompensasi atas keterlambatan pembayaran, dan lain-lain. 
Sedangkan klaim dari pihak pemilik proyek terhadap pihak kontraktor 
biasanya terkait pengenaan denda keterlambatan (liquidated damage), 
pemutusan kontrak sepihak oleh pemilik proyek karena pihak kontraktor 
dianggap tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan dan lain-lain.  Dalam 
hal terjadi sengketa diantara pengguna jasa dan kontraktor klausula kontrak 
yang menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu adalah klausula 
pilihan hukumm (choice of law) dan klausula forum penyelesaian sengketa 
(choice of forum) dalam kontrak yang dipilih oleh para pihak. Pilihan hukum 
terkait dengan hukum apa yang berlaku bagi para pihak dalam hal terjadi 
sengketa, misalkan hukum Indonesia, hukum Singapura, Hukum Australia, 
																																								 																				
23 Anita D.A. Kolopaking, Op. Cit., h. 10. 
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dan lain-lain. Sedangkan pilihan forum terkait dengan forum apa yang akan 
digunakan para pihak dalam hal terjadi sengketa, misalkan melalui 
pengadilan atau-arbitrase. 
Klausula penyelesaian sengketa merupakan hal yang diwajibkan 
ada dalam sebuah kontrak konstruksi. Hal ini-sesuai dengan ketentuan Pasal 
47 Ayat (1) huruf p UUJK, yang mengharuskan kontrak kerja konstruksi 
setidak-tidaknya memuat salah satunya adalah pilihan penyelesaian 
sengketa konstruksi. Selain itu PPJK juga mengatur dalam Pasal 23 Ayat (1) 
huruf h bahwa kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat uraian 
mengenai salah satunya klausula penyelesaian perselisihan yakni 
penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, 
atau arbitrase; dan penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan hukum 
acara-perdata yang berlaku. 
Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dikenal dengan 
penyelesaian melalui pengadilan dengan hukum acara perdata yang 
berlakuudan diluar pengadilan, yaitu melalui alternatif penyelesaian 
sengketa atau arbitrase. Secara konvensional, penyelesaian sengketa 
biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka 
pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa 
sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain). 24 
																																								 																				
24 Joko Nur Sariono dan Agus Dono Wibawanto, Op. Cit., h. 246. 
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Upaya konkret Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 
mengatasi berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara di pengadilan 
sekaligus sebagai penerapan asas peradilan sederhana tersebut sebenarnya 
sudah diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 
(Selanjutnya disebut PERMA GugatannSederhana). Tetapi PERMA 
Gugatan Sederhana tersebut belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam 
penyelesaian sengketa bisnis/perdata karena nilai sengketanya yang dibatasi 
hanya untuk nilai gugatan materiil paling banyak dua ratus juta rupiah. Hal 
ini sebagaimana pengaturan penyelesaian gugatan sederhana yang 
dirumuskan pada Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 3 PERMA Gugatan 
Sederhana, bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara 
pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan 
materiilipaling banyak dua ratus juta rupiah. 
Selain itu Mahkamah Agung juga sudah mengatur mediasi yang 
diintegrasikan didalam proses beracara di pengadilan, dengan kewajiban 
menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pemeriksaan 
pokok perkara. Hal ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan (Selanjutnya disebut PERMA Mediasi). PERMA Mediasi 
menentukan bahwa batas waktu mediasi dibatasi 30 hari terhitung sejak 
penetapan perintah melakukan mediasi dan terdapat kewajiban bagi para 
pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi kecuali ada alasan sah seperti 
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kondisi kesehatan, di bawah pengampuan, tempat tinggal di luar negeri atau 
sedang menjalankan tugas profesi atau pekerjaan yang tidak dapat 
ditinggalkan. Tetapi hal ini juga belum mampu memenuhi tuntutan 
perkembangan bisnis yang menginginkan penyelesaian sengketa secara 
cepat dan murah, karena sebelumnya harus melalui formalitas pengajuan 
gugatan terlebih dahulu dan pemanggilan para pihak yang memerlukan 
prosedur yang berbelit-beliti dan memerlukan waktu yang lama. 
Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang 
lama mengakibatkan perusahaan atauupara pihak yang bersengketa 
mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima 
dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian 
sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan 
kepentingan para pihak yang bersengketa. 25 Terlebih lagi apabila sengketa 
tersebut tidak kunjung selesai dalam kurun waktu yang relatif cepat, 
mengingat adanya pihak yang beritikad tidak baik/sengaja menunda-nunda 
permasalahan yang sedang dihadapinya, baik dalam pelaksanaan pra 
sengketa, maupun dalam persidangan penyelesaian sengketa, sehingga 
berdampak kerugian bagi pribadi/perusahaan dalam menjalankan 
usahanya.26 
Moch. Faisal Salam memberikan pendapatnya bahwaa proses 
penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi dalam pengadilan, 
																																								 																				
25 Ibid. 
26 Anita D.A. Kolopaking, Op. Cit., h. 5. 
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kemudian berkembang proses penyelesian sengketa melalui kerjasama 
(kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan 
yang bersifat adversarial yang menimbulkan masalah baru, lambat dalam 
penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan 
menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. 
Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan 
yang bersifatt “win-win solution”, dijamin kerahasian sengketa para pihak, 
dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan 
administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam 
kebersamaan dan menjaga hubungannbaik. 27 
UU Arbitrase danaAPS telah mengatur penyelesaian sengketa 
melalui Arbitrase. Arbitrase yang biasa dikenal di Indonesia adalah Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut BANI) dan khusus untuk 
penyelesaian sengketakkonstruksi dikenal dengan Badan Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (selanjutnya disebut 
BADAPSKI). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS, 
mendefinisikan arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di 
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  
Di dalam arbitase, para pihak menyetujui untuk menyelesaikan 
sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat 
																																								 																				
27 Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan 
Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 172. 
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keputusan. Arbitrase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat. 28 Dalam 
Penjelasan UU Arbitraseedan APS dijelaskan bahwa pada umumnya 
lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga 
peradilan. Kelebihan tersebut antaraalain: 
a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 
b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan 
administratif; 
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya 
mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup 
mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; 
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan 
e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan 
dengan melalui tata cara (prosedur) sederhanaasaja ataupun langsung 
dapat dilaksanakan. 
Yahya Harahap berpendapat ada manfaat yang dapat diambil 
oleh para pihak apabila perselisihan yang timbulidiselesaikan melalui 
arbitrase. Penyelesaian melalui proses badan peradilan, umumnya lama dan 
berbelit. Disamping itu, kerahasiaan para pihak tetap terjamin dan tidak 
sampai meluas keluar. Hal itu disebabkan pemeriksaan persengketaan 
dalam forum arbitrase dilakukan dengan cara “tertutup”dan 
																																								 																				
28 Kunti Kalma Syita, Penerapan Prinsip Pembuktian Hukum Perdata Formil dalam 
Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Yuridika, Volume 29 No 1, Januari 
- April 2014, h. 19. 
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“konfidensial”.29 Kerahasiaan para pihak yang bersengketa tetap terjaga 
karena tidak berlakunya azas sidang terbuka untuk umum seperti di 
Pengadilan, dan kerahasiaan ini penting untuk menjaga reputasi bagi para 
pihak yang bersengketa dalam dunia bisnis. 
Meskipun memiliki keunggulan dibandingkan pengadilan, tetapi 
proses penyelesaian sengketanya yang harus melalui permohonan (gugatan) 
terlebih dahulu dengan formalitasnya sehingga memerlukan waktu yang 
cukup lama, dan adanya biaya pendaftaran dan biaya pelaksanaan arbitrase 
yang harus dibayar terlebih dahulu oleh Pihakkyang bersengketa 
menjadikan kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 
UU Arbitrase dan APS didalam Pasal 6 telah mengatur juga 
penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni 
melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan caraakonsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliiasi, atau penilaian ahli. Definisi alternatif 
penyelesaian sengketa diberikan secara jelas dalam Pasal 1 angka 10 UU 
Arbitrase dan APS yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 
penilaianaahli. 
Sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (7) UU Arbitrase dan APS, 
apabila tercapai penyelesaian perselisihan melalui dengan bantuan seorang 
																																								 																				
29 M. Yahya Harahap, Arbitrase. Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 62. 
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atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator, kesepakatan 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan 
mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib 
didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak penandatanganan. Selanjutnya Pasal 6 Ayat (9)mmenentukan 
bahwa apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan 
kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga 
arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Putusan arbitrase bersifat final dan 
mempunyai kekuatan hukum tetap dannmengikat para pihak, hal ini sesuai 
ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase dan APS. 
UUJK sudah mengatur mengenai penyelesaian sengketa yakni 
didalam Pasal 88 UUJK yang berbunyi: 
Pasal 88 UUJK 
(1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi 
diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai 
kemufakatan. 
(2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak 
menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang 
tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. 
(3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam 
Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis 
mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. 
(4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi: 
a. mediasi; 
b. konsiliasi; dan 
c. arbitrase. 
(5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk 
dewan sengketa. 
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Didalam Pasal 88 UUJK tersebut dijelaskan bahwa tahapan 
penyelesaian sengketa konstruksi yaitu: mediasi, konsiliasi dan arbitrase. 
Selain dalam tahapan penyelesaian sengketa tersebut, kemudian para pihak 
yang berkontrak dapat membentuk dewan sengketaayang bukan bagian dari 
tahapan penyelesaian sengketa. Selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 88 
Ayat (5) UUJK memberikan definisi mengenai dewan sengketa, yaitu tim 
yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan jasa 
konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketayyang terjadi di dalam 
pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.  
Didalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 2017 sudah 
mengatur adanya dewan sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
yaitu melalui Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) yang sudah 
diatur secara lengkap dalam syarat umum (general condition), syarat khusus 
(particular condition), serta Form Perjanjian DAAB telah ditentukan dan 
prosedur beracaranya juga telah ditentukan dalam Standar Kontrak 
Konstruksi FIDIC 2017. 
 
DAAB merupakan lembaga yang dibentuk oleh para pihak yang 
berkontrak yang dibentuk setelah ditandatanganinya kontrak FIDIC, dalam 
jangka waktu tertentu yang disepakati dalam datakkontrak atau jika tidak 
ditentukan maksimal dalam jangka waktunya adalah 28 hari sejak kontrak 
ditandatangani. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 21.1 GC FIDIC            
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Condition of Contract for EPC/Turnkey Projects Second Edition 2017 
(Selanjutnya disebut FIDIC EPC 2017). Definisi DAAB sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 1.1.19 GC FIDIC EPC 2017, yaitu: 
“DAAB” or “Dispute Avoidance/Adjudication Board” meanstthe sole 
member or three members (as the case may be) so named in the Contract, 
or appointed under Sub-Clause 21.1 [Constitution of the DAAB] or Sub-
Clause 21.2 [Failure to Appoint DAAB Member (s)]. 30  
DAAB adalah anggota tunggal atau tiga anggota (dalam kasus tertentu 
mungkin) yang disebut dalam kontrak, atau ditunjuk berdasarkan Sub-
Klausula 21.1 [Pembentukan DAAB] atau Sub-Klausula 21.1 [Kegagalan 
Menunjuk Anggota DAAB]. 
DAAB dibentuk sebelum terjadinya sengketa. DAAB dapat 
berfungsi sebagai lembaga konsultansi untuk menghindari sengketa dan 
juga sebagai lembaga yang memutus sengketa yang diajukan oleh para 
pihak. Dalam fungsi konsultansinya para pihak tidak terikat untuk 
melaksanakan hasil konsultansi tersebut dan DAAB juga tidak terikat 
dengan hasil konsultansi tersebut dalam rangka memutus sengketa yang 
terjadi dimasa akan datang. Hal ini sesuai ketentuan Sub-Klausula 21.3 
[Avoidance of Dispute] GC FIDIC EPC 2017, yaitu:“If the Parties so agree, 
they may jointly request (in writing) the DAAB to provide assistance and/or 
																																								 																				
30 FIDIC, FIDIC Condition of Contract for EPC/Turnkey Projects Second Edition 
2017, Switzerland, 2017, h. 2. 
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informally discuss and attempt to resolve any issue or disagreement that 
may have arisen between them during the performance of the Contract.” 31 
Jika para pihak sepakat, mereka dapat bersama-sama meminta (secara 
tertulis) DAAB untuk memberikan asistensi dan atau diskusi informal dan 
upaya untuk menyelesaikan isu atau ketidaksetujuan yang mungkin telah 
timbul diantara mereka selama pelaksanaan kontrak. 
The Parties are not bound to act on any advice given during such 
informal meeting, and The DAAB shall not be bound in any given 
during such informal meetings, and The DAAB shall not be bound in 
any fiture Dispute Resolution process or decision by any views or 
advice given during the informal assistance process, wheter 
provided orally or in writing. 32 
 
Para pihak tidak terikat untuk berbuat sesuai saran apapun yang diberikan 
pada saat rapat informal, dan DAAB harus tidak terikat pada proses 
penyelesaian perselisihan dimasa yang akan datang atau putusan dari sudut 
pandang apapun atau saran yang diberikan selama proses asistensi informal, 
apakah diberikan secara lisan ataupun tertulis. 
Selanjutnya dalam menjalankan fungsi pemutus dalam 
penyelesaian sengketa, DAAB wajib memberikan putusan dalam jangka 
waktu 84 hari sejak diterimanya pengajuan dari para pihak atau waktu 
tertentu yang diusulkan oleh DAAB dan disetujui oleh para pihak yang 
bersengketa. Putusan DAAB adalah bersifat mengikat bagi kedua belah 
pihak, tanpa melihat apakah ada keberatan dari masing–masing pihak. Hal 
																																								 																				
31 Ibid., h. 99. 
32 Ibid. 
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ini sesuai ketentuan Sub-Klausula 21.4.3 [The DAAB’s Decision] GC FIDIC 
EPC 2017, yaitu: “The decision shall be binding on both parties, who shall 
promptly comply with it wheter or not a Party gives a NOD with respect to 
such decision under this Sub-Clause.” Putusan DAAB harus mengikat 
kepada kedua belah pihak, yang para pihak harus segera mematuhi dengan 
putusannya itu apakah ada atau tidak pihaknya yang memberikan NOD 
(Notice of Dissatisfaction/Notifikasi Ketidakpuasan) berdasarkan putusan 
tersebut berdasarkan sub-klausula ini. 
Dalam hal tidak ada keberatan dari para pihak, makaaPutusan 
DAAB tersebut menjadi final dan mengikat. Hal ini sesuai ketentuan Sub-
Klausula 21.4.4. [Dissatisfaction with DAAB’s decision] yaitu:                          
“If the DAAB has given its decision as to a matter in Dispute to both Parties, 
and no NOD under this Sub-Clause 21.4.4 has been given by either Party 
within 28 days after receiving the DAAB’s decision, then the decision shall 
become final and binding on both Parties.” 33 
Jika DAAB  telah memberikan putusannya sebagaimana hal dalam sengketa 
kepada kedua belah pihak, dan tidak ada NOD sesuai Sub-Klausula 21.4.4 
telah diberikan oleh setiap pihak dalam waktu 28 hari setelah menerima 
Putusan DAAB, maka putusannya harus menjadi final dan mengikat kepada 
kedua belah pihak. 
 
																																								 																				
33 Ibid., h. 100. 
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6. Metode Penelitian 
6.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakannadalah penelitian hukum 
yuridis normatif. Johnny Ibrahim berpendapat bahwa metode penelitian 
hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 
normatifnya. 34 Penelitian hukum yuridis normatif tersebut dilakukan 
dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer dan sekunder 
seperti peraturan perundang-undangan terkait kontrak pekerjaan 
konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, buku-buku dan artikel-artikel 
yang mempunyai korelasi dan relevansiidengan permasalahan yang akan 
diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Dalam hal ini 
dilakukan penelitian terhadap UUJK dan PPJK serta Standar Kontrak 
Konstruksi FIDIC 2017.  
6.2. Metode Pendekatan 
Menetapkan metode penelitian hukum atau dalam cakupan 
luas dikatakan sebagai pengkajian ilmu hukum, seharusnya beranjak dari 
hakikat keilmuan hukum.35 Dalam penulisan penelitian tesis ini, jenis 
pendekatan yangddigunakan adalah pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan untuk 
																																								 																				
34 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 
2005, h. 47. 
35 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cet. VII, Gadjah 
Mada University Press, Yogyakarta, 2016, h. 3. 
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meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,36 khususnya 
mengenai DAAB sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Standar 
Kontrak Konstruksi FIDIC 2017. Pendekatan konseptual (conceptual 
approach) beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 
di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide 
yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, 
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.37 Pendekatan 
konseptual (conceptual approach) yaitu mengenai konsep hukum tentang 
DAAB sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam Standar Kontrak 
Konstruksi FIDIC 2017. 
6.3  Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahannhukum sekunder: 
1) Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa norma dasar 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, BW, UUJK, PPJK, 
Statuta FIDIC Edisi September 2015; 
2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, 
karya tulis hukum atau pandangan ahliihukum, internet, serta artikel-
artikel yang relevan dengan topik penelitian. 
																																								 																				
36 Johnny Ibrahim, Op. Cit., h. 302. 
37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, h. 135-136. 
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6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Penelitian ini bersifat library research yang pengumpulan 
bahan hukumnya dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu 
dikumpulkan dari telaah peraturan perundang-undangan, studi pustaka 
seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya 
tulis para pakar. Teknik wawancara juga digunakan sebagai penunjang 
teknik dokumentasi dalamppenelitian ini yang berfungsi untuk 
memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.  
6.5 Analisis bahan hukum 
Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul 
akan digunakan beberapa teknik analisis, seperti: teknik deskripsi, teknik 
konstruksi, teknik argumentasi, dan teknik sistematisasi. Teknik deskripsi 
adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya 
untuk memperoleh suatu gambaran atau uraian terhadap suatu kondisi atau 
posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.38 
Teknik kontruksiiberupa pembentukan konstruksi yuridis 
dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (a contrario). Teknik 
argumentasi adalah memberi penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan 
yang bersifat penalaran hukum. Teknik sistematisasi adalah upaya mencari 
kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara 
																																								 																				
38 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 61. 
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peraturan perundang-undangan yang sederajataataupun antara yang tidak 
sederajat. 
 
7. Sistematika Penulisan 
Agar tesis ini lebih mudah dipahami dan sistematis, maka akan 
digunakan sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab IV dimana 
pembahasannya dilakukan bab demi bab. 
BAB I tentang pendahuluan yang merupakan pengantar dari Bab II 
dan Bab III yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini menguraikan apa yang 
menjadi latar belakang masalah penulisan tesis dan isu hukum yang diangkat 
diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian, manfaat yang diperoleh dari hasilppenelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini. 
BAB II tentang “Karakteristik Penyelesaian Sengketa Melalui 
DAAB”. Bab II ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama, 
yang menguraikan tentang Karakteristik penyelesaian sengketa melalui DAAB 
ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu UUJK, 
PPJK, dan Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 2017. 
BAB III adalah pembahasan dari rumusan masalah yang kedua 
yaitu menjelaskan “Upaya Hukum Terhadap Putusan DAAB”. Bab III ini 
merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua, yangmmenguraikan 
tentang upaya hukum terhadap putusan DAAB jika ada pihak yang keberatan 
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ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu UUJK, 
PPJK, dan Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 2017. 
BAB IV merupakan penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari 
penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut 
merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada Bab I, dimana 
uraian jawabannya ada pada Bab II dan Bab III. Sehingga nantinya akan 
didapatkan suatu kesimpulan. Sedangkan saran adalah berupa usulan – usulan 
yang berkaitan dengan kesimpulan. Saran – saran yang telah diberikan tersebut 
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KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI DAAB 
 
1. Tinjauan Umum Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 
a. Dasar Berlakunya Standar Kontrak Konstruksi FIDIC di Indonesia 
Kontrak tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis. Semakin 
berkembang ragam bisnis semakin berkembang pula jenis-jenis kontrak. 
Perkembangan hukum kontrak dewasa ini melalui proses yang cukup 
panjang mengikuti perkembangan dunia bisnis dan perdagangan. Pesatnya 
kemajuan ilmu dan teknologi juga mendorong berkembangnya hukum 
kontrak. Tingginya interaksi bisnis yang disertai dengan inovasi dan 
terobosan baru yang dilakukan oleh pelaku ekonomi banyak melahirkan 
jenis–jenis hubungan hukum baru. 1 
Pihak yang berperantdalam kontrak konstruksi adalah pihak 
yang menandatangani perjanjian, yaitu adalah pihak pemilik proyek atau 
pemberi kerja atau pengguna jasa dan pihak kontraktor atau penerima kerja 
atau pihak penyedia jasa. Untuk memastikan hak-hak dan kewajibannya 
terlindungi sesuai hukum maka para pihak tersebut mengikatkan dirinya 
dalam perjanjian/kontrak konstruksi. 
Salim H.S. memberikan definisi mengenai hukummkontrak, 
yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan 
																																								 																				
1 Y. Sogar Simamora., Op. Cit., h. 27. 
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hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kataasepakat untuk 
menimbulkan akibat hukum. 2 Y. Sogar Simamora menjelaskan bahwa 
kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam 
skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya 
sangat penting dalam menjaminnbahwa seluruh harapan yang dibentuk 
dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Dalam hal terjadi 
pelanggaran maka terdapat kompensasiiyang harus dibayar. 3 
Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistemmterbuka (open 
system). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, 
baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur didalam undang-
undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan 1388 ayat (1) BW, yang 
menyatakan bahwa semua perjanjiannyang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 4 
R. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perjanjian yaitu 
suatu perhubungan hukum mengenai hartaabenda antar dua pihak, dalam 
mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu 
hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk 
menuntut pelaksanaan janji itu.5  
																																								 																				
2 Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori & Teknik PenyusunannKontrak, Sinar Grafika 
Cetakan ketujuh, Jakarta, 2010, h. 4. 
3 Y. Sogar Simamora., Op. Cit., h. 25. 
4 Salim H.S., Op. Cit., h. 7. 
5 R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 
2000, h. 4. 
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Munir Fuady memberikanngambaran mengenai penggolongan 
syarat sahnya perjanjian sebagaiiberikut: 6 
(1) Syarat sah yang umum, yang terdiri dari: 
(a) Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang 
terdiri dari: 
(i) Kesepakatannkehendak; 
(ii) Wenang berbuat; 
(iii) Perihal tertentu; dan 
(iv) Kausa yang legal. 
(b) Syarat sah umum diluar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang 
terdiri dari: 
(i) Syarat itikad baik; 
(ii) Syarat sesuai dengan kebiasaan; 
(iii) Syarat sesuai dengan kepatutan; 
(iv) Syarat sesuai dengan kepentingan umum. 
(2) Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari: 
(a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu; 
(b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu; 
(c) Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-
kontrak tertentu; 
(d) Syarat izin dari yang berwenang. 
																																								 																				
6 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2007, h. 33. 
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Mengenai causa yangddiperbolehkan sebagai salah satu syarat 
sahnya perjanjian menurut R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu bertitik berat 
pada perkataan diperbolehkan (geoorlofde), tidak pada perkataan causa 
(oorzaak), sehingga bahwa untuk sahnya suatu persetujuan causanya harus 
diperbolehkan. Dan sebagimana diperjelas dalam Pasal 1337 BW bahwa 
causa adalah tidak diperbolehkan apabila dilarang oleh undang-undang 
atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau dengannketertiban 
umum.7 
Pasal 1601b BW mendefinisikan Perjanjian Pemborongan Kerja 
sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak pertama, yaitu kontraktor, 
megikatkan dirinya untuk menyelesaikannsuatu pekerjaan untuk pihak 
lain, yaitu bouwheer, dengan harga yang telah ditentukan. Munir Fuady 
memberikan gambaran dua perbedaan antara Perjanjian 
MenyelenggarakannJasa dengan Perjanjian Konstruksi yang diatur dalam 
BW, yaitu: 
(1) Prestasi 
Dalam kontrak penyelenggaraan jasa prestasi dari penyelenggaraan 
jasa adalah memberikan jasa tertentu tetapi dengan tidak 
“membangun” atau “melakukan” sesuatu secara fisik. Misalnya 
pemberian jasa konsultansi, dan lain-lain. Sementara itu, dalam 
kontrak konstruksi, prestasi yang diberikan oleh pihak kontraktor 
																																								 																				
7 R. Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., h. 38. 
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adalah melakukan atau “membangun” sesuatu secara fisik. Misalnya 
membangun suatu gedung. 
(2) Fee yang Dibayar olehhPemberi Kerja 
Dalam suatuukontrak menyelenggarakan jasaatertentu, maka fee yang 
diberikan kepada penyelenggaraajasa tertentu tersebut dalam suatu 
“tarif” tertentu, sementara dalam suatukkontrak konstruksi, fee yang 
diberikan kepada pemborong tidak dengan tarif tertentu, melainkan 
sejumlah uang tertentu atau sejumlahhhasil tertentu yang lebih 
bersifattnegosiatif. 8 
Selain itu kontrak konstruksi dalam Hukum Indonesia diatur 
juga dalam UUJK dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
29 tahun 2000 tentang PenyelenggaraannJasa konstruksi (selanjutnya 
disebut PPJK). UUJK telah mewajibkan antara Pengguna Jasa dan 
Penyedia Jasa dalam hubungan kerja konstruksinya dilakukan pengikatan 
dengan Kontrak Kerja Konstruksi.   Mengenai Definisi kontrak konstruksi, 
dalam Pasal 1 angka 8 UUJK menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi 
adalah keseluruhanndokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum 
antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalamppenyelenggaraan jasa 
konstruksi.  
																																								 																				
8 Munir Fuady, Op. Cit., h. 14. 
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Standar KontrakkKonstruksi FIDIC merupakan standar kontrak 
konstruksi yang diterbitkan oleh FIDIC sebagai jawaban atas kebutuhan 
dari dunia konstruksi yang sebagaimana dijelaskan dalam akhir Sub-Bab 
5.1.1 yaitu bahwa kontrak konstruksi mempunyai ciri khas sendiri yang 
memerlukan pemahaman berbeda dibandingkan dengan kontrak lainnya. 
Standar kontrak tersebut masih digunakan sampai dengan saat ini dalam 
berbagai proyek konstruksi di seluruh dunia. Di Indonesia Standar Kontrak 
Konstruksi FIDIC biasanya digunakan dalam proyek konstruksi 
pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang pendanaannya 
bersumber dariipinjaman atau hibah luarrnegeri, karena memang 
dipersyaratkan oleh pemberi pinajaman/hibahnya. 
FIDIC merupakan singkatanndari Fédération Internationale 
Des Ingénieurs-Conseils atauudalam versi Bahasa Inggrisnya  
International Federation of Consulting Engineers, merupakan sebuah 
federasi internasional dari konsultan yang kantornya berlokasi di Geneva, 
Swiss.9 FIDIC didirikan oleh empat organisasi insinyur 
konsultannnasional di Eropa dengan tujuan untuk mempromosikan secara 
bersama-sama kepentingan-kepentingannpara anggotanya, dan untuk 
penyebarluasan informasi. 10  
Standar Kontrak FIDIC tidak serta merta berlaku di Indonesia 
dan mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi. 
																																								 																				
9 Lihat lebih jauh dalam Statuta FIDIC Edisi September 2015. 
10 Munir Fuady, Op. Cit., h. 81. 
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Standar Kontrak FIDIC hanya dapat berlaku apabila para pihak yang 
berkontrak sepakat untuk menggunakan standar kontrak FIDIC yang akan 
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Apabila para pihak 
telah sepakat menggunakan Standar Kontrak FIDIC, maka hal itu berlaku 
sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkontrak. Hal ini sesuai 
dengan azas kebebasan berkontrak dan ketentuan Pasal 1338 BW Ayat (1), 
yaitu:	“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. 
b. Format Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 
Pada tahun 1999 FIDIC menerbitkan StandarrKontrak 
Konstruksi FIDIC (FIDIC Conditions of Contract) Rainbow Series, yang 
terdiri dari Red Book (Condition for Contract Construction), Yellow Book 
(Conditions of Contract for Plant and Design-Build), dan Silver Book 
(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project). Red Book 
dipergunakan dalam hal desain disiapkan oleh Pengguna Jasa sedangkan 
Yellow Book dan Silver Book digunakan apabila desain disiapkan oleh 
Kontraktor. Kemudian pada tahun 2006 FIDIC menerbitkan Standar 
Kontrak Konstruksi FIDIC Condition of Contract for Construction MDB 
Harmonised Edition 2006 yang merupakan hasil penyempurnaanndari 
FIDIC Red Book edisi 1999. Kemudian FIDIC Condition of Contract for 
Construction MDB Harmonised Edition 2006 banyak digunakan dalam 
proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman/hibah luar negeri karena 
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sebagai salah satu hal yang disyaratkan dalam pinjaman/hibah luar negeri 
tersebut.  
Menurut Sarwono Hardjomuljadi, yang membedakan FIDIC 
MDB Harmonised Edisi 2006 dengan FIDIC Red Book edisi 1999 , yaitu 
didalamnya sudah mengatur: 11  
(a) Mengizinkan keterlibatan pihak Bank pemberi pinjaman; 
(b) Memuat beberapa aturan terkait dengan penghentian disbustment oleh 
pihak bank; 
(c) Memberlakukan tenggat waktu bagi pengguna jasa, seperti yang 
diberlakukan bagi kontraktor; 
(d) Memberi perhatian lebih luas bagi issue social; 
(e) Memberi perhatian yang sangat besar pada tindakan anti-korupsi. 
Struktur Standar Kontrak Konstruksi FIDIC diantaranya terdiri 
atas bagian-bagian sebagai berikut: 
1) Surat Penunjukkan (Letter of Acceptance); 
2) Syarat Umum (General Condition); 
3) Syarat Khusus (Particular Condition): 
a) Bagian A: Data Kontrak (Contract Data); 
b) Bagian B: Persyaratan Spesial (Special Provisions) 
4) Formulir Standar: 
a) Surat Tender/Penawaran (Letter of Tender); 
																																								 																				
11 Sarwono Hardjomuljadi, Op. Cit., h. 30. 
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b) Kontrak (Contract Agreement); 
c) Jaminan (Form of Securities). 
Didalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC Edisi 2017 terdapat tambahan 
berupa: 
a) Format Perjanjian DAAB (DAAB Agreement); 
b) Syarat Umum Perjanjian DAAB; 
c) Peraturan Prosedur (Procedural Rules) DAAB; 
d) Catatan Khusus (Advisory Notes) dalam hal Proyek Menggunakan 
Program BIM (Building Information Modelling Systems). 
Sarwono Hardjomuljadi memberikan catatan dalam 
penggunaan standar kontrak konstruksi FIDIC, yaitu bahwa beberapa 
ketentuan penting yang harus dipahami oleh pengguna standar kontrak ini 
adalah: Persyaratan Umum harus digunakan secara utuh, tidak diubah atau 
digunakan sepotong-sepotong. Penggunaan sepotong-sepotong ini 
mengakibatkan adanya kerancuan yang berujung pada interpretasi yang 
berbeda sehingga permasalahan menjadi semakin rumit, di samping itu 
perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa adalah 
illegal dan melanggar hak cipta. 12 
 
c. Klausula-Klausula dalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 
Berikut adalah gambaran umum mengenai klausula-klausula yang ada 
dalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC, yaitu: 
																																								 																				
12 Ibid. 
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1) Ketentuan Umum, terdiri dari: 
a) Definisi 
Klausula ini memberikan definisi istilah-istilah yang terdapat 
dalam standar koontrak konstruksi FIDIC. Sebagai contoh definisi 
dari harga kontrak, sebagai berikut: 
Contract Price means the agreeddamount stated in the Contract 
Agreement for the execution of the works, and includes adjustment 
(if any) in accordance with the contract. 
Harga Kontrak adalah jumlah yang disepakati yang tercantum 
dalam naskah perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan, dan 
termasuk penyesuaian (jika ada) sehubungan dengan kontrak. 
b) Interpretasi 
Klausula ini mengatur mengenai penginterpretasian terhadap 
istilah-istilah yang ada dalam kontrak. Sebagai contoh 
ketentuannya yaitu: kata-kata yang mengindikasikan kata tunggal 
harus termasuk juga mengindikasikan kata jamak dan juga 
sebaliknya. 
c) Pemberitahuan dan Komunikasi Lainnya 
Klausula ini menentukan bahwa segala komunikasi harus 
dilakukan secara tertulis, disampaikan melalui penyerahan 
langsung, melalui kurir atau ditransmisikan melalui surat 
elektronik sesuai alamat yang tercantum dalam Data Kontrak. 
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d) Hukum dan Bahasa 
Klausla ini mengatur mengenai Pilihan Hukum dan Bahasa yang 
dipergunakan, yaitu harus sesuai dengan yang tercantum dalam 
data kontrak. Bahasaakomunikasi harus sesuai dengan yang 
tercantum dalam data kontrak. Jika tidak terdapat pengaturannya, 
maka Bahasa komunikasi yang berlaku adalah sesuai Bahasa yang 
dipergunakan dalam kontrak. 
e) Hirarki Dokumen 
Klausula ini mengatur mengenai hirarki dokumen yang berlaku 
apabila terjadi ambiguitas dan pertentangan diantara dokumen-
dokumen kontrak. Adapun ketentuan hirarki dokumen kontrak, 
dengan urutan sebagai berikut: 
(1) Naskah Perjanjian; 
(2) Persyaratan Khusus Kontrak Bagian A (Data Kontrak); 
(3) Persyaratan Khusus Kontrak Bagian B (Persyaratan Spesial); 
(4) Ketentuan Umum Kontrak; 
(5) Persyaratan Pemilik Proyek; 
(6) Jadwal  
(7) Tender 
(8) Perjanjian Joint Venture (Jika Kontraktornya Joint Venture) 
(9) Dokumen lainnya yang membentuk bagian kontrak. 
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f) Naskah Perjanjian 
Klausula ini menentukan bahwa kontrak mulai berlaku efektif 
sesuai tanggal yang tercantum dalam naskah perjanjian. Biaya 
meterai harus menjadi tanggung jawab  Pemilik Proyek. Jika 
Kontraktornya adalah Joint Venture, pihak yang berwenang dari 
masing-masing anggota Joint Venture harus menandatangani 
Naskah Perjanjian. 
g) Penandatanganan 
h) Pemeliharaan dan Distribusi Dokumen 
Klausula ini menentukan bahwa semua dokumen kontraktor harus 
menjadi tanggung jawab dan perawatan oleh kontraktor sampai 
dokumen tersebut diberikan pada pemilik proyek. Kontraktor harus 
menjaga sepanjang waktu, didalam lokasi proyek, Salinan dari: 
(1) Kontrak; 
(2) Rekaman sesuai Sub Klausula 6.10 dan 20.2.3; 
(3) Publikasi (jika ada) yang disebutkan dalam Persyaratan 
Pemilik Proyek; 
(4) Dokumen Kontraktor; 
(5) Variasi, Pemberitahuan, dan komunikasi lainnya yang 
diberikan berdasarkan kontrak. 
Personil pemilik proyek harus mempunyai hak untuk mengakses 
semua dokumen tersebut selama jam kerja normal, atau yang 
disepakati lainnya bersama kontraktor. 
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i) Penggunaan Dokumen Kontraktor oleh Pemilik Proyek 
j) Penggunaan Dokumen Pemilik Proyek oleh Kontraktor 
k) Kerahasiaan 
Klausula ini mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan oleh 
Kontraktor terhadap seluruh rahasia dan informasi lainnya sesuai 
yang dianggap dipersyaratkan oleh Pemilik Proyek sesuai kontrak 
dan sebaliknya Pemilik Proyek juga harus menjaga kerahasiaan 
semua informasi yang diberikan tanda “rahasia” oleh kontraktor. 
l) Kepatuhan Hukum 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor dan pemilik proyek sama-
sama mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. 
Hal ini biasanya terkait  izin mendirikan bangunan atau sejenisnya 
atau perizinan lainnya yang terkait yang wajib disediakan oleh 
pemilik proyek dan kewajiban perpajakan, retribusi, perizinan atau 
persetujuan terkait pelaksanaan proyek. 
m) Tanggung Jawab Bersama dan Terpisah 
Klausula ini terkait apabila kontraktor adalah Join Venture, 
memiliki tanggung jawab bersama-sama dan terpisah terhadap 
pemilik proyek dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak. 
n) Pembatasan Tanggung Jawab 
Klausula ini mengatur bahwa tidak ada pihak yang boleh 
bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kerugian sehubungan 
dengan kontrak, selain yang diatur dalam: 
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(1) Sub Klausula 8.8 [Denda Keterlambatan]; 
(2) Sub Paragraf (c) Sub Klusula 13.3.1 [Variasi karena Instruksi]; 
(3) Sub Klausula 15.7 [Pembayaran setelah Pemutusan Kontrak 
untuk Kemudahan Pemilik Proyek]; 
(4) Sub Klausula 16.4 [Pembayaran setelah Pemutusan Kontrak 
oleh Kontraktor]; 
(5) SubbKlausula 17.3 [Hak Kekayaan Intelektualldan Industrial]; 
(6) Paragraf pertama Sub Klausula 17.4 [Denda oleh Kontraktor]; 
(7) Sub Klausula 17.5 [Denda oleh Pemilik Proyek]; 
Serta tidak ada pihak yang boleh bertanggung jawab penuh, 
kecuali: 
(1) Sesuai Sub Klausula 2.6 [Suplai Material oleh Pemilik Proyek 
dan Peralatan Pemilik Proyek]; 
(2) Sesuai Sub Klausula 4.19 [Utilitas Sementara]; 
(3) Sesuai Sub Klausula 17.3 [Hak Kekayaan Intelektual dan 
Industrial]; 
(4) Sub Klausula 17.4 [Denda oleh Kontraktor]; 
 
o) Pemutusan Kontrak 
Klausula ini mengatur bahwa berdasarkan kewajiban yang diatur 
oleh hukum yang mengatur (choice of law) kontrak, pemutusan 
kontrak tidak memerlukan tindakan apapun oleh para pihak kecuali 
yang tercantum dalam kontrak. 
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2) Pemilik Proyek, terdiri dari: 
a) Hak untuk Mengakses Lapangan 
Klausula ini mengatur Pemilik proyek harus memberikan 
kontraktor hak untuk mengakses lokasi proyek, termasuk akses 
terhadap pondasi dan struktur yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pekerjaan.  
b) Asistensi  
Klausula ini mengatur bahwa pemilik proyek harus menyediakan 
asistensi jika diminta oleh kontraktor, terkait: 
(1) Salinan peraturan negara yang terkait tetapi tidak tersedia 
baru-baru ini; 
(2) Segala izin, persetujuan, lisensi yang disyaratkan oleh 
peraturan terkait: hal yang disyaratkan dalam Sub Klausula 
1.12 [Kepatuhan terhadap Hukum], pengiriman barang 
termasuk pengecekan di bea cukai, keperluan ekspor peralatan 
kontraktor ketika pemindahan dari lokasi proyek. 
c) Personel Pemilik Proyek dan Kontraktor Lain 
Klausula ini mengatur pemilik proyek harus memastikan bahwa 
personil pemilik proyek atau pekerja lainnya selain kontraktor di 
atau dekat lokasi proyek bersifat koperatif dengan kontraktor 
sesuai Sub Klausula 4.6 [Co-operation] dan patuh dengan 
kewajiban yang sama dengan kontraktor sesuai sub paragraf (a) 
sampai (e) dari Sub Klausula 4.8 [Kesehatan dan 
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KeselamatannKerja] dan sesuai Sub Klausula 4.18 [Perlindungan 
Lingkungan]. 
d) Penyusunan Keuangan Pemilik Proyek 
Klausula ini mengatur penyusunan keuangan pemilik proyek 
terkait kewajiban pemilik proyek harus didetailkan di data kontrak. 
e) Data Lapangan dan Bagian-Bagian Referensi 
Klausula ini mengatur bahwa pemilik proyek harus membuat 
kontraktor dapat mengakses informasi yang dimiliki oleh pemilik 
proyek sebelum tanggal efektif, terkait data topografi lokasi 
proyek, lapisan tanah, hidrologi, iklim dan kondisi lingkungan. 
f) Material yang disuplai oleh Pemilik Proyek dan Peralatan Pemilik 
Proyek 
Klausula ini mengatur mengenai jika kontraktor dipersyaratkan 
untuk menggunakan material yang disuplai oleh pemilik proyek 
dan peralatan pemilik proyek, maka pemilik proyek wajib 
memastikan tersedianya material dan peralatan tersebut terkait 
rincian, waktu, susunan, harga sesuai yang tercantum dalam 
persyaratan pemilik proyek. Kontraktor bertanggung jawab 
terhadap penggunaan peralatan pemilik proyek tersebut yang 
digunakan oleh personil kontraktor. 
3) Administrasi Pemilik Proyek, terdiri dari: 
a) Perwakilan Pemilik Proyek 
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Klausula ini mengatur bahwa pemilik proyek harus menunjuk 
perwakilannya yang harus dianggap sebagai perwakilan sah 
pemilik proyek sesuai kontrak. Perwakilan pemilik proyek tersebut 
harus dianggap mempunyai wewenang penuh sesui kontrak, 
kecuali mengenai Klausul 15 [Pemutusan Kontrak oleh Pemilik 
Proyek]. Jika pemilik proyek hendak mengganti perwakilannya, 
maka harus memberitahukan kepada kontraktor 14 hari 
sebelumnya. 
b) Personil Pemilik Proyek Lainnya 
Klausula ini mengatur bahwa pemilik proyek atau perwakilan 
pemilik proyek dapat menunjuk asisten dan memberikan 
kewenangannya, kecuali terkait kewenangan sesuai: 
(1) Tindakan sesuai Sub Klausula 3.5 [Persetujuan atau 
Ketetapan]; 
(2) Menerbitkan notifikasi untuk koreksi sesuai Sub Klausula 15.1 
[Notifikasi untuk Koreksi] 
c) Personil yang Didelegasikan 
Klausula ini mengatur bahwa semua orang yang didelegasikan 
termasuk juga perwakilan pemilik proyek dan asisten harus 
terbatas hanya yang terdapat dalam surat pemberitahuannya ke 
kontraktor. Segala tindakan orang yang didelegasikan sesuai 
notifikasi kepada kontraktor haruslah dianggap mempunyai efek 
yang sama dengan tindakan pemilik proyek. 
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Klausula ini mengatur bahwa pemilik proyek melalui perwakilan 
pemilik proyek atau asisten dapat menerbitkan instruksi kepada 
kontraktor. Kontraktor hanya boleh mengikuti instruksi tersebut 
jika instruksi tersebut sesuai kewenangan yang diberikan sesuai 
notifikasi kepada kontraktor.  
e) Persetujuan atau Ketetapan 
Klausula ini mengatur bahwa tindakan perwakilan pemilik proyek 
dalam klausula ini harus dianggap tidak dalam mewakili pemilik 
proyek. Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan perwakilan 
pemilik proyek harus menyetujui atau membuat ketetapan 
mengenai hal apapun atau klaim, berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 
(1) Konsultasi untuk memperoleh persetujuan 
Perwakilan pemilik proyek harus melakukan diskusi dengan 
kedua belah pihak secara bersama-sama maupun terpisah 
supaya kedua belah pihak bersepakat. Kecuali ditentukan lain 
oleh perwakilan pemilik proyek dan disepakati para pihak, 
perwakilan pemilik proyek harus memberikan rekaman 
konsultasi kepada kedua belah pihak.  
Jika kesepakatan telah diperoleh dalam batasan jangka waktu, 
perwakilan pemilik proyek harus memberikan notifikasi yang 
menyatakan “Notifikasi Kesepakatan Para Pihak” kepada 
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kedua belah pihak dan harus ditandatangani oleh kedua belah 
pihak. 
Jika terdapat kondisi: 
(a) Tidak ada kesepakatan yang diperoleh dalam batasan 
waktu; atau 
(b) Kedua belah pihak menyatakan kepada perwakilan 
pemilik proyek bahwa tidak ada kesepakatan yang 
diperoleh dalam batas waktu; 
Yang mana yang lebih dahulu, maka perwakilan pemilik 
proyek harus memberikan notifikasi kepada para pihak dan 
segera melakukan tindakan sesuai Sub Klausula 3.5.2 
[Ketetapan Perwakilan Pemilik Proyek]. 
(2) Ketetapan Perwakilan Pemilik Proyek 
Perwakilan pemilik proyek harus membuat ketetapan yang adil 
mengenai hal atau klaim sehubungan dengan kontrak, dengan 
memperhatikan semua kondisi yang terkait. 
Dalam batasan jangka waktu perwakilan pemilik proyek harus 
memberikan notifikasi yang menyatakan “Notifikasi Ketetapan 
Perwakilan Pemilik Proyek” mengenai ketetapannya kepada 
kedua belah pihak dengan disertai deskripsi ketetapannya 
secara detail berikut alasan dan detail pendukungnya. 
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(3) Batasan Waktu 
Perwakilan pemilik proyek harus memberikan notifikasi 
kesepakatan, jika kesepkatan diterima dalam jangka waktu 42 
hari atau jangka waktuulain yang diusulkan oleh perwakilan 
pemilik proyek, terhitung sejak: 
(a) Dalam hal permasalahan untuk disepakati atau ditetapkan 
(bukan sebuah klaim), tanggal mulai dari batasan waktu 
adalah sesuai kondisi sub klausula ini; 
(b) Dalam hal sebuah klaim sesuai sub paragraf (c) dari sub 
klausula 20.1 [Klaim], tanggal mulai dari batasan waktunya 
adalah tanggal perwakilan pemilik proyek menerima 
notifikasi sesuai sub klausula 20.1 dari pihak yang 
mengajukan klaim; 
(c) Dalam hal klaim sesuai sub paragraf (a) atau (b) dari sub 
klausula 20.1 [Klaim], tanggal mulai dari batasan waktunya 
adalah saat perwakilan pemilik proyek menerima: 
- Klaim seluruhnya secara detail sesuai sub klausula 20.2.4 
[Klaim Seluruhnya Secara Detail]; atau 
- Jika klaim sesuai sub klausula 20.2.6 [Klaim dari Efek 
yang Berkelanjutan], sementara atau klaim detail 
seluruhnya. 
Jika perwakilan pemilik proyek tidak memberikan notifikasi 
kesepakatan atau ketetapan dalam batasan jangka waktu: 
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(i) Jika sebuah klaim, perwakilan pemilik proyek harus 
dianggap ketetapannya adalah menolak klaim; 
(ii) Dalam hal yang perlu disetujui atau ditetapkan, hal tersebut 
harus dianggap sengketa yang mungkin akan diajukan 
kepada DAAB untuk memperoleh putusannya.  
(4) Akibat dari Kesepakatan atau Ketetapan 
Setiap kesepakatan atau ketetapan harus mengikat kedua belah 
pihak selama tidak dan sampai dikoreksi sesuai subklausula ini 
atau jika berupa ketetapan direvisi berdasarkan klausula 21 
[Sengketa dan Arbitrase]. 
(5) Keberatan atas Ketetapan Perwakilan Pemilik Proyek 
Jika ada pihak yang keberatan atas ketetapan perwakilan 
pemilik proyek, maka: 
(a) Pihak yang keberatan dapat memberikan notifikasi 
keberatan kepada pihak lainnya, dengan Salinan diberikan 
kepada perwakilan pemilik proyek; 
(b) Notifikasi keberatan tersebut  harus menyatakan 
“Notifikasi Keberatan terhadap Ketetapan Perwakilan 
Pemilik Proyek”; 
(c) Notifikasi keberatan harus diberikan dalam 28 hari setelah 
menerima notifikasi ketetapan perwakilan pemilik proyek, 
atau dalam hal dianggap klaim ditolak, waktunya adalah 28 
hari  sejak batasan jangka waktu telah kadaluwarsa; 
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(d) Setelahnya, pihak dapat memprses sesuai sub klausula 21.4 
[Mendapatkan Putusan DAAB]; 
Jika tidak ada notifikasi keberatan dari kedua belah pihak 
dalam jangka waktu 28 sesuai yang ditetapkan diatas, maka 
ketetapan perwakilan pemilik proyek harus dianggap diterima 
oleh kedua belah pihak dan menjadi final dan mengikat bagi 
mereka. 
f) Rapat 
Setiap pihak dapat mensyaratkan kepada pihak lainnya untuk hadir 
dalam rapat manajemen untuk mendiskusikan jadwal pekerjaan 
selanjutnya dan/atau hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan 
pekerjaan. Pekerja kontraktor lain, orang dari institusi pemerintah 
atau sukontraktor dapat hadir jika diminta oleh setiap pihak. 
Pemilik proyek harus memelihara rekaman rapat dan memberikan 
salinannya kepada pihak yang hadir. 
4) Kontraktor, terdiri dari: 
a) Kewajiban Umum Kontraktor 
Klausula ini mengatur mengenai kewajiban umum kontraktor, 
diantaranya harus menyediakan peralatan, personil material dan 
lain-lain yang diwajibkan sesuai kontrak. Kontraktor juga 
diwajibkan apabila sewaktu-waktu diminta oleh pemilik proyek 
menyampaikan detail dari jadwal pelaksanaan dan metode dalam 
pelaksanaan pekerjaannya. 
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b) Jaminan Pelaksanaan 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor berkewajiban 
menyediakan jaminan pelaksanaan yang besarnya sesuai data 
kontrak dalam jangka waktu 28 hari setelah kontrak 
ditandatangani. Jika terdapat variasi pekerjaan, maka nilai jaminan 
pelaksanaan harus disesuaikan. 
c) Perwakilan Kontraktor 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor harus menunjuk 
perwakilannya dan memberikan kewenangan yang dibutuhkan  
sesuai kontrak. Perwakilan kontrak harus berkualifikasi, 
berpengalaman, dan berkompeten di disiplin enjiniring. Jika 
perwakilan kontraktor belum tercantum dalam data kontrak, maka 
kontraktor sebelum tanggal dimulainya pekerjaan harus 
mengajukan namanya kepada pemilik proyek. Kontraktor tidak 
boleh mengganti perwakilan kontraktor tanpa persetujuan pemilik 
proyek. 
d) Subkontraktor 
Klausula ini mengatur mengenai larangan bagi kontraktor untuk 
mensubkan pekerjaan yang dengan jumlah melebihi persentase 
yang tercantum dalam data kontrak dan bagian pekerjaan apapun 
yang dilarang untuk disubkan dalam data kontrak. 
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e) Subkontraktor yang Ditunjuk 
Kontraktor tidak berkewajiban untuk mempekerjakan 
subkontraktor yang ditunjuk oleh pemilik proyek. Pembayaran 
subkontraktor yang ditunjuk tetap dilakukan oleh kontraktor dan 
sudah termasuk dalam harga kontrak. 
f) Kerjasama 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor harus bersedia melakukan 
kerja secara bersama-sama dengan personil pemilik proyek, 
kontraktor lainnya yang dipekerjakan oleh pemilik proyek, 
personil dari lembaga otoritas publik yang dipekerjakan oleh 
pemilik proyek. Jika kontraktor mengalami keterlambatan atau 
tambahan biaya akibat kerja bersama-sama ini maka kontraktor 
berhak mengajukan klaim atas tambahan waktu pelaksanaan dan 
tambahan biaya. 
g) Perencanaan (Setting Out) 
Klausula ini mewajibkan kontraktor harus merencanakan 
pekerjaan sehubungan dengan Sub Klausula 2.5 [Data Lokasi dan 
Item Referensi]. 
h) Kewajiban Kesehatan dan Keselamatan 
Klausula ini menentukan bahwa kontraktor harus mematuhi 
diantaranya regulasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 
Dalam waktu 21 hari sejak tanggal dimulainya pekerjaan dan 
sebelum dimulainya pekerjaan apapun harus menyerahkan 
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informasi manual tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang 
disiapkan untuk pelaksanaan pekerjaan. 
i) Manajemen Kualitas dan Sistem Verifikasi Kepatuhan 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor harus menyiapkan dan 
menerapkan sistem manajemen kualitas dan sistem verifikasi 
keuangan. Sistem manajemen kualitas dan sistem verifikasi 
kepatuhan tersebut tidak menghilangkan kewajiban kontraktor 
sesuai kontrak. 
j) Penggunaan Data Lapangan 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor harus bertanggung jawab 
untuk meverifikasi dan menginterpretasikan semua data yang 
dibuat pemilik proyek sesuai sub klausula 2.5 [Data Lapangan dan 
Item Referensi]. 
k) Sufisiensi Harga Kontrak 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor harus dianggap telah 
mencukupi terhadap kebenaran dan kecukupan harga kontrak 
untuk melaksanakan pekerjaan. 
l) Kesulitan yang Tidak Bisa Diketahui Sebelumnya 
Kecuali ditentukan sebaliknya dalam syarat khusus: 
(1) Kontraktor harus dianggap telah memperoleh semua informasi 
yang dibutuhkan yang berisiko, mempengaruhi dan semua 
kondisi yang mungkin berakibat pada pekerjaan; 
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(2) Dengan menandatangani kontrak, kontraktor menerima seluruh 
tanggung jawab terkait  semua kesulitan dan biaya untuk 
menyelesaikan pekerjaan; 
(3) Harga kontrak tidak boleh disesusuaikan akibat kesulitan yang 
tidak bisa diketahui sebelumnya tersebut. 
m) Hak Jalan dan Fasilitas 
Klausula ini menentukan bahwa kontraktor harus menanggung 
semua biaya terkait jalan khusus atau sementara dan juga fasilitas 
diluar lokasi untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan. 
n) Menghindari Gangguan 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor dilarang menggangu hal 
yang tidak perlu terkait: 
(1) Kenyamanan publik; 
(2) Mengakses dan menggunakan semua fasilitas jalan, apakah itu 
merupakan milik umum atau milik pemilik proyek atau 
lainnya. 
Kontraktor harus bertanggung jawab dan melindungi pemilik 
proyek akibat tindakan tersebut. 
o) Rute Akses  
Klausla ini menentukan bahwa kontraktor harus dianggap 
tercukupi saat tanggal efektif kesesuaian dan kemungkinan rute 
akses ke lokasi proyek dan bertanggung jawab terhadap kerusakan 
yang terjadi akibat penggunaan rute akses, dan memberikan tanda 
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pengaman serta perizinan yang dibutuhkan untuk rute akses 
tersebut. 
p) Transportasi Barang 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor harus memberikan 
notifikasi kepada pemilik proyek tidak kurang dari 21 hari sebelum 
plant didatangkan ke lokasi proyek, serta bertanggung jawab 
terhadap semua barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pekerjaan. 
q) Peralatan Kontraktor 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor harus bertanggung jawab 
terhadap peralatan kontraktor, dan peralatan tersebut harus 
dianggap untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor 
dilarang memindahkan peralatan kontraktor tersebut tanpa izin dari 
pemilik proyek. 
r) Perlindungan Lingkungan 
Klausula mengatur bahwa kontraktor harus mengambil tindakan 
terukur yang dibutuhkan untuk melindungi lingkungan, mematuhi 
pernyataan akibat lingkungan (jika ada) dan membatasi kerusakan 
kepada orang atau property akibat polusi, kebisingan, dan lain-lain 
akibat tindakan kontraktor. 
s) Utilitas Sementara 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor bertanggung jawab 
terhadap ketentuan utilitas sementara termasuk listrik, gas, 
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telekomunikasi, air dan jasa lainnya yang dipersyaratkan untuk 
pelaksanaan pekerjaan. 
t) Laporan Progres 
Klausula ini mengatur bahwa kontraktor harus menyiapkan laporan 
progress bulanan, dalam format yang disyaratkan dalam 
persyaratan pemilik proyek, setiap 7 hari setelah hari akhir setiap 
bulan. 
u) Keamanan Lokasi  
Klausula ini mengatur bahwa kontarktor harus bertanggung jawab 
terhadap keamanan lokasi dan menjaga dari pihak yang tidak 
berwenang di luar lokasi dan orang yang berwenang terbatas untuk 
personil kontraktor, personil pemilik proyek, personil lainnya yang 
diberikan wewenang. 
 
v) Operasional Kontraktor diiLapangan 
Kontraktor harussmembatasi operasi kontraktor di lapangan dan 
area tambahan yanggmungkin yang diketahui pemilik proyek 
sebagai area kerja. Segera setelah sertifikat serah terima, 
kontraktor harus membersihkan dan memindahkan semua 
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w) Penemuan Arkeologi dan Geologi 
Semua fosil, koin, artikel yang bernilai atau antic dan struktur atau 
item geologis atau arkeologis yang ditemukan di lokasi proyek 
harus menjadi perawatan dan kewenangan pemilik proyek. 
Kontraktor harus melakukanntindakan pencegahan terhadap 




Klausula ini mengatur ketentuan mengenai desain, yang diatur yaitu 
mengenai: 
a) Kewajiban Umum Desain 
b) Dokumen Kontraktor 
c) Usaha Kontraktor 
d) Standar Teknis dan Regulasi 
e) Latihan 
f) Rekaman Terbangun 
g) Petunjuk Operasi dan Pemeliharaan 
h) Desain Eror 
6) Staf dan Pekerja 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai staf dan pekerja, yang 
diatur yaitu mengenai: 
a) Pengikatan Staf dan Pekerja 
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b) Harga Upah dan Kondisi Pekerja 
c) Rekrutmen Personil 
d) Hukum Ketenagakerjaan 
e) JammKerja 
f) Fasilitas untuk Staf dannPekerja 
g) Kesehatan dan Keamanan Personil 
h) Kepala Proyek Kontraktor 
i) Personil Kontraktor 
j) Rekaman Kontraktor 
k) Tindakan Ketidakpatuhan 
l) Personil Inti 
 
7) Plant, Material dan Tenaga Kerja 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai plant, material dan tenaga 
kerja, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Sikap Pelaksanaan 
b) Contoh 
c) Inspeksi 
d) Tes oleh Kontraktor 
e) Kerusakan dan Penolakan 
f) Pengulangan Pekerjaan 
g) Kepemilikan Plant dan Material 
h) Royalti 
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8) Mulai Pekerjaan, Penundaan, dan Pemberhentian Sementara 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai mulai pekerjaan, 
penundaan, dan pemberhentian sementara, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Mulainya Pekerjaan 
Jika tanggal mulai pekerjaan tidak ditentukan dalam naskah 
perjanjian, pemilik proyek harus memberikan notifikasi kepada 
kepada kontraktor dalam waktu 14 hari sebelum tanggal 
dimulainya pekerjaan tersebut. Kecuali ditentukan lain dalam 
syarat khusus, tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan harus dalam 
42 hari sejak kontrak berlaku efektif. 
b) Waktu Pelaksanaan 
c) Program 
d) Peringatan Luar Biasa 
e) Penambahan Waktu Pelaksanaan 
Kontraktor harus berhak atas perpanjangan waktu (tetapi tidak 
boleh mengurangi waktu pelaksanaan) akibat: 
(1) Variasi pekerjaan 
(2) penundaan pekerjaan  
(3) penundaan pekerjaan lainnya yang disebabkan oleh pemilik 
proyek, personil pemilik proyek, pekerja kontraktor lainnya.  
f) Penundaan oleh Otoritas 
Kontraktor berhak atas perpanjangan waktu akibat adanya 
kebijakan dari lembaga otoritas public. 
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g) Tingkatan Progres 
h) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
Kontraktor akan didenda keterlambatan jika gagal memenuhi 
waktu pelaksanaan sesuai kontraktor sebesar yang tercntum dalam 
data kontrak. Denda keterlambatan tersebut tidak menghapus 
kewajiban kontraktor untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya. 
i) Pemberhentian Sementara oleh Pemilik Proyek 
Pemilik proyek kapan saja berhak untuk menginstruksikan 
kontraktor untuk berhenti sementara dengan tanggal dan sebab 
pemberhentian sementara tersebut. 
j) Konsekuensi Pemberhentian Sementara oleh Pemilik Proyek 
Dalam melaksanakan instruksi pemberhentian sementara tersebut 
kontraktor berhak atas perpanjangan waktu dan/atau biayanya, 
kecuali akibat konsekuensi kegagalan kontraktor atau cacat desain, 
pekerja, plant atau material dan deteorasi, kehilangan, atau 
kerusakan akibat kegagalan melindungi propertinya selama 
pemberhentian sementara. 
k) Pembayaran Plant dan Material Setelah Pemberhentian Sementara 
oleh Pemilik Proyek 
l) Pemberhentian Sementara yang Berlarut-Larut 
m) Dimulainya Kembali Pekerjaan 
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Kontraktor harus segera meresumekan pekerjaan setelah menerima 
notifikasi dari pemilik proyek untuk memproses pekerjaan yang 
dihentikan sementara. 
9) Tes Penyelesaian 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai tes penyelesaian, yang 
diatur yaitu mengenai: 
a) Kewajiban Kontraktor 
b) Tes yang Tertunda 
c) Pengetesan Kembali 
d) Kegagalan Memenuhi Tes untuk Penyelesaian 
10) Pengambilalihan oleh Pemilik Proyek 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai pengambilaihan pekerjaan, 
yang diatur yaitu mengenai: 
a) Pengambilalihan Pekerjaan dan Area Pekerjaan 
b) Pengambilalihan Bagian dari Pekerjaan 
c) Gangguan Tes Penyelesaian 
11) Kerusakan Setelah Pengambialihan 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai jika terjadi kerusakan 
setelah pengambilalihan pekerjaan oleh pemilik proyek, yang diatur 
yaitu mengenai: 
a) Penyelesaian Pekerjaan yang Tertunda dan Perbaikan Kerusakan 
b) Biaya Perbaikan Kerusakan 
c) Penambahan Masa Perbaikan Cacat Mutu 
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d) Kegagalan Memperbaiki Kerusakan 
e) Perbaikan Krusakan Pekerjaan di Luar Lokasi Proyek 
f) Tes Selanjutnya Setelah Perbaikan Kerusakan 
g) Hak Mengakses Setelah Serah Terima 
h) Kontraktor untuk Mencari 
i) Jaminan Pemeliharaan 
j) Kewajiban yang Tidak Terpenuhi 
k) Pengecekan Lapangan 
12) Tes Setelah Penyelesaian 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai tes setelah penyelesaian, 
yang diatur yaitu mengenai: 
a) Prosedur Tes Setelah Penyelesaian 
b) Tes yang Tertunda 
c) Pengetesan Kembali 
d) Kegagalan Tes setelah Penyelesaian 
13) Variasi Pekerjaan dan Penyesuaian, terdiri dari: 
a) Hak untuk Variasi Pekerjaan 
b) Rekayasa Pekerjaan (Value Engineering) 
c) Biaya yang Dicadangkan (Provisional Sum) 
d) Hari Kerja 
e) Penyesuaian Harga Akibat Perubahan Regulasi 
f) Penyesuaian Harga Akibat PerubahannBiaya 
14) HargaaKontrak dannPembayaran 
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Klausula ini mengatur ketentuan mengenai harga kontrak dan 
pembayaran, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Harga Kontrak 
b) Uang Muka 
c) Penerapan Pembayaran Interim 
d) Jadwal Pembayaran 
e) Plant dan Material untuk Pekerjaan 
f) Pembayaran Interim 
g) Pembayaran 
h) Pembayaran yang Tertunda 
i) Pembayaran Retensi 
j) Pernyataan Penyelesaian 
k) Pernyataan Final 
l) Discharge 
m) Pembayaran Final 
n) Pengambilaihan Tanggung Jawab Pemilik Proyek 
o) Mata Uang Pembayaran 
15) Pemutusan Perjanjian oleh Pemilik Proyek 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai pemutusan perjanjian oleh 
pemilik proyek, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Pemberitahuan untuk Memperbaiki 
b) Pemutusan Perjanjian untuk Kesalahan Kontraktor 
c) Valuasi setelah Pemutusan Perjanjian untuk Kesalahan Kontraktor 
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d) Pembayaran setelah Pemutusan Perjanjian untuk Kesalahan 
Kontraktor 
16) Pemberhentian Sementara dan Pemutusan Perjanjian oleh Kontraktor 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai pemberhentian sementara 
dan pemutusan perjanjian oleh kontraktor, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Pemberhentian Sementara oleh Kontraktor 
b) Pemutusan Perjanjian oleh Kontraktor 
c) Kewajiban Kontraktor setelah Pemutusan Perjanjian 
d) Pembayaran setelah Pemutusan Perjanjian oleh Kontraktor 
17) Kepedulian terhadap Pekerjaan dan Denda 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai kepedulian terhadap 
pekerjaan dan dendanya, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Tanggung Jawab untuk Kepedulian terhadap Pekerjaan 
b) Tanggung Gugat untuk Kepedulian terhadap Pekerjaan 
c) Hak Kekayaan Intelektual dan Industrial 
d) Denda oleh Kontraktor 
e) Denda oleh Pemilik Proyek 
f) Sharing Denda 
18) Kejadian yang Dikecualikan 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai kejadian yang 
dikecualikan, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Kejadian yang Dikecualikan 
b) Pemberitahuan mengenai Kejadian yang Dikecualikan 
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c) Kewenangan untuk Meminimalisasi Keterlambatan 
d) Konsekuensi dari Kejadian yang Dikecualikan 
e) Opsi Pemutusan Kontrak 




Klausula ini mengatur ketentuan mengenai asuransi dalam 
pelaksanaan pekerjaan, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Persyaratan Umum  
b) Asuransi yang Disediakan Kontraktor 
Asuransi untuk melindungi dokumen, plant, material sehubungan 
dengan pelaksanaan pekerjaan. 
20) Klaim Pemilik Proyek dan Kontraktor 
Klausula ini mengatur ketentuan mengenai klaim pemilik proyek dan 
kontraktor, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Klaim 
Sebuah klaim dapat disebabkan oleh: 
(1) Jika pemilik proyek menganggap bahwa dirinya berhak 
mendapatkan penambahan pembayaran dari kontraktor (atau 
pengurangan harga kontrak) dan/atau perpanjangan masa 
perbaikan cacat mutu. 
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(2) Jika kontraktorrmenganggap bahwa dirinyaaberhak atas 
tambahan pembayaran dan/atau perpanjangan waktu 
pelaksanaan; atau  
(3) Jika masing-masing pihak menganggap dirinya berhak atas hak 
lainnya atau pembebasan terhadap pihak lainnya. 
b) Klaim Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu 
Prosedur klaim yaitu: 
(1) Notifikasi Klaim 
Jika salah satu pihak yang akan mengajukan klaim, harus 
memberikan notifikasi klaim kepada pihak lainnya dalam 
jangka waktu 28 hari sejak mengetahui atau seharusnya 
mengetahui dari kejadian klaim. Apabila melebihi jangka 
waktu tersebut maka pihak yang mengklaim tidak berhak lagi 
atas klaimnya. 
(2) Respon Inisiasi 
Jika pihak lainnya menganggap pihak yang mengklaim gagal 
memberikan notifikasi dalam jangka waktu 28 hari, pihak 
lainnya harus dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima 
pemberitahuan klaim, memberikan notifikasi kepada pihak 
yang mngklaim. Jika pihak lainnya tersebut tidak memberikan 
notifikasi tersebut, notifikasi klaim tersebut dianggap valid. 
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(3) Rekaman Kontemporer 
Pihak yang mengklaim harus tetap menjaga rekaman 
kontemporer yang mungkin dibutuhkan untuk mendukung 
klaim. Kontraktor harus mengizinkan pemilik proyek untuk 
melakukan inspeksi terhadap rekaman ini dalam jam kerja 
normal. 
(4) Klaim Detail 
Dalam sub klausula ini yang dimaksud dengan klaim detail 
yaitu: 
(a) Deskripsi detail dari kejadian atau kondisi yang 
menyebabkan klaim; 
(b) Pernyataan kontraktual dan/atau dasar hukum lainnya dari 
klaim; 
(c) Semua rekaman kontemporer yang disiapkan oleh pihak 
yang mengklaim; 
(d) Detail bagian pendukung dari jumlah pembayaran 
tambahan yang diklaim (atau jumlah pengurangan dari 
harga kontrak jika yang mengklaim adalah pemilik 
proyek), dan/atau perpanjangan waktu yang diklaimkan 
(jika yang mengklaim adalah kontraktor), dan/atau 
perpnajangan masa perbaikan cacat mutu (jika yang 
mengklaim adalah pemilik proyek). 
Dalam hal: 
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(i) 84 hari setelahhpihak yang mengklaim menyadari, atau 
seharusnyaamenyadari kejadian klaim; atau 
(ii) Periode waktu tertentu (jika ada) yang diajukan pihak 
yang mengklaim dan disetujui oleh pihak lainnya; 
Pihak yang mengklaim harus menyampaikan detail klaim 
kepada perwakilan pemilik proyek. 
Jika dalam jangka waktu tersebut pihak yang mengklaim 
gagal menyampaikan pernyataan kontraktual dan/atau 
dasar hukum lainnya dari klaim maka notifikasi klaim 
dianggap sudah tidak valid dan perwakilan pemilik proyek 
harus memberikan notifikasi mengenai kegagalan tersebut 
dalam jangka waktu 14 hari sejak waktunya terlewati. Jika 
perwakilan pemilik proyek tidak memberitahukan maka 
notifikasi klaim dianggap valid. 
(5) Kesepakatan atau Ketetapan Klaim 
Setelah menerima detail klaim atau interim atau detail klaim 
final, perwakilan pemilik proyek harus memproses sesuai sub 
klausula 3.5 [Kesepakatan atau Ketetapan] untuk menyepakati 
atau menetapkan: 
(a) Pembayaran tambahan (jika ada); 
(b) Tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan waktu masa 
perbaikan cacat mutu. 
21) Sengketa dan Arbitrase 
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Klausula ini mengatur ketentuan mengenai penyelesiaan sengketa dan 
arbitrase, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Pembentukan DAAB 
b) Kegagalan untuk Menunjuk Anggota  DAAB 
c) Penghindaran Sengketa 
d) Memperoleh Putusan DAAB 
e) Penyelesaian Damai 
f) Arbitrase 
g) Kegagalan untuk Mematuhi Putusan DAAB 
h) Tidak Terdapat DAAB  
2. Forum Penyelesaian  Sengketa Konstruksi dalam Hukum Indonesia 
Ibarat pisau yang dapat bermanfaat jika digunakan secara benar 
dan merugikan orang lain serta diri sendiri jikaadigunakan secara salah 
demikian pulalah penyelesaian sengketa. Dengan mengetahui beberapa segi 
penting penyelesaian sengketa, para pelaku bisnis diharapkan akan memiliki 
dasar pertimbangan untuk menggunakan penyelesaian sengketa secara tepat. 
Kapan harus menggunakanncara-cara penyelesaian sengketa dan kapan harus 
menggunakan cara-cara penyelesian sengketa dan kapan harus menghindari. 
Kalaupun sudah yakin perlu memanfaatkan penyelesaian sengketa, masih 
harus memilih cara penyelesaian sengketa yang paling tepat diantara cara-     
cara yang ada. 13 Menurut hukum, dianggap wajar apabila dua orang atau pihak 
																																								 																				
13 Budiman N.P.D. Sinaga, Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif 
Sekretaris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 32. 
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yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan suatu persetujuan bahwa 
mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk 
memutuskan itu. 14 
Sedangkan mereka (para pihak) berjanji untuk tunduk kepada 
putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut, tetapi apabila salah 
satu pihak kemudian tidak menaati keputusan yang telah diambil oleh orang 
yang diberikan wewenang oleh para pihak untuk memutusssengketa itu, maka 
pihak tersebut telah melanggar perjanjian, dan hukum harus menyediakan 
upayanya untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian tersebut untuk 
mentaatinya. 15 
Menurut pendapatnya Suyud Margono, alternatif penyelesaian 
sengketa berdasarkan undang-undang bertindak sebagai lembagaaindependen 
diluar arbitrase, dan arbitrase oleh undang-undang mempunyai ketentuan, cara 
dan syarat-syarat tersendiri untuk pemberlakuan formalitasnya, namun kedua-
duanya terdapat kesamaan mengenai bentuk sengketa yang dapat diselesaikan, 
yaitu: 
a) Sengketa atau beda pendapat secara perdata dibidang perdagangan; dan 
b) Menurut peraturan perundang-undangan, sengketaaatau beda pendapat 
tersebut dapat diajukan sebagai upaya “damai” (perdamaian). 16 
a. Alternatif PenyelesaiannSengketa dan Arbitrase 
																																								 																				
14 Moch. Faisal Salam, Op. Cit., h. 143. 
 
15 Moch. Faisal Salam, Op. Cit., h. 143. 
16 Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis : Alternative Dispute Resolution 
(ADR) Teknik & Strategi Negosiasi, Mediasi & Arbitrase, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 109. 
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UU Arbitrase dan APS didalam Pasal 6 telah mengatur 
penyelesaian sengketa melalui AlternatiffPenyelesaian Sengketa yakni 
melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Definisi alternatif 
penyelesaian sengketa diberikan secara jelas dalam Pasal 1 angka 10 UU 
Arbitrase dan APS yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
melalui prosedurryang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 
pengadilan dengan caraakonsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 
penilaian ahli. 
Sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (7) UU Arbitrase dan APS, 
apabila tercapai penyelesaian perselisihan melalui dengan bantuan seorang 
atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator, kesepakatan 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan 
mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib 
didaftarkan di PengadilannNegeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak penandatanganan. Selanjutnya Pasal 6 Ayatt(9) menentukan 
bahwa apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan 
kesepakatan secara tertulis dapat mengajukannpenyelesaian melalui 
lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Putusan arbitrase bersifat final dan 
mempunyai kekuatannhukum tetappdan mengikat para pihak, hal ini sesuai 
ketentuan Pasal 60 UU Arbitraseedan APS. 
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Selain dalam UU APS dan Arbitrase, UUJK juga mengatur 
mengenai penyelesaian sengketa yakni didalam Pasal 88 UUJK yang 
berbunyi: 
Pasal 88 UUJK 
(1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi 
diselesaikan dengan prinsippdasar musyawarah untuk mencapai 
kemufakatan. 
(2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak 
menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang 
tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. 
(3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketaatidak tercantum dalam 
Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis 
mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. 
(4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi: 
a. mediasi; 
b. konsiliasi; dan 
c. arbitrase. 
(5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk 
dewan sengketa. 
Dalam Pasal 88 UUJK tersebut dijelaskan bahwa tahapan 
penyelesaian sengketa konstruksi yaitu: mediasi, konsiliasi dan arbitrase. 
Selain dalam tahapan penyelesaian sengketa tersebut, kemudian para pihak 
yang berkontrak dapat membentuk dewan sengketa yang bukan bagian dari 
tahapan penyelesaian sengketa. Selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 88 
Ayat (5) UUJK memberikan definisi mengenaiidewan sengketa, yaitu tim 
yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejakkpengikatan jasa 
konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam 
pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.  
1) Negosiasi 
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DISPUTE AVOIDANCE/ADJUDICATION..... AGUNG WIBOWO
88 
	
Menurut Suyud Margono negosiasi merupakan proses 
konsensus yang digunakan para pihakkuntuk memperoleh kesepakatan 
diantaraamereka. Negosiasi dipakai dalam sengketa yang tidak terlalu 
pelik, dimana para pihak masih beritikad baik untukkduduk bersama dan 
memecahkan masalah bersama. Komunikasi antar pihak yang 
bersengketa masih terjalin dengan baik, dan masih ada rasa saling 
percaya antara kedua belah pihak, dan ada keinginan untuk dengan cepat 
mendapatkan kesepakatan dan meneruskannhubungan baik. 17 
2) Mediasi 
Perdamaian pada dasarnya merupakannsalah satu sistem 
Alternative Dispute Resolution (ADR) yang telah ada dalam dasar negara 
Indonesia, yaitu Pancasila di mana dalam filosofinya disiratkannbahwa 
asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal 
tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. 18 
 Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan 
suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan 
penyelesaian sengketa melalui mediasi adalahhpenyelesaian sengketa 
dilakukan oleh seseorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya 
untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. 
Mediator membimbing para pihak untuk melakukannnegosiasi sampai 
terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini 
																																								 																				
17 Suyud Margono, Op. Cit., h. 21-22. 
18 Nurnaningsih Amriani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 
Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 6. 
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selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada 
pihak yang menanggatau kalah. Masing-masing pihak sama-sama 
menang, karena kesepakatan akhir yanggdiambil adalah hasil dari 
kemauan pihak itu sendiri. 19 Keunggulannmediasi sebagai gerakan 
modernnadalah: 
a) Voluntary 
Keputusan untuk bermediasiidiserahkan kepada kesepakatan para 
pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar 
merupakan kehendak para pihak. 
b) Informal/Fleksibel 
Tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, 
replik, duplik dan sebagainya) prosessmediasi sangat fleksibel. 
Kalua perlu para pihak dengan bantuan mediator dapat mendesain 
sendiri prosedur bermediasi. 
c) Interest Based 
Dalam mediasi tidak dicari siapaayang benar atau salah, tetapi lebih 
untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak. 
d) Future Looking 
Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi 
lebih menekankan untuk menjagaahubungan para pihak yang 
bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu. 
																																								 																				
19 Ibid., h. 29. 
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e) Parties Oriented 
Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang 
berkepentingan dapat secara aktif mengontrollproses mediasi dan 
pengambilan penyelesaian tanpaaterlalu bergantung kepada 
pengacara. 
f) PartiessControl 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari 
masing-masing pihak. Mediator tidak dapattmemaksakan utnuk 
mencapai kesepakatan. Pengacara tidak dapat mengulur-ulur waktu 
atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalammberacara di 
pengadilan. 
Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial 
sebagaimana diuraikanndalam Pasal 1858 KUH Perdata, Pasal 130 
HIR/154 RBg sebagai berikut: 
Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata: segala perdamaian mempunyai di 
antara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusannHakim dalam tingkat 
penghabisan. 
Pasal 130 ayat (2) HIR: jika perdamaian yang demikian itu dapat 
dicapai, maka pada waktu sidang diperbuat sebuah akta tentang itu, 
dalam mana kedua belah pihak dikhukumkan akan menepati perjanjian 
yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatanndan akan dijalankan 
sebagai putusan yang biasa. 
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Pasal 130 ayat (3) HIR: Putusan yanggsedemikian tidak diizinkan 
banding 
3) Konsiliasi 
Menurut Suyud Margono konsiliasi merupakan proses 
dimana para pihak tidak mampu merumuskannsuatu kesepakatan, dan 
pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketanya.  Pihak 
netral dapat berperan aktif maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang 
bersengketa tetap harus menyatakan persetujuannatas usulan pihak 
ketiga tersebut, dan menjadikan usulan tersebut sebagai kesepakatan 
penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. 20 
4) Ajudikasi 
Mengenai ajudikasi, Syahrizal Abbas memberikan  
pandangannya yaitu ajudikasi berbeda dengan mediasiidan arbitrase, 
dimana pihak ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau 
memberikan keputusan. Para pihak yang harus mengajukan bukti dan 
argumentasiitehadap tuntutan dan keinginan masing-masing pihak. 
Berbeda dengan mediasi, dalam ajudikasi pandangan ajudikator 
mengikat para pihak. 21 
Dalam ajudikasi, pembuat keputusan adalah pihak ketiga 
yang tidakkberhadapan langsung dengan para pihak yang bersengketa 
(disputans). Pihak ketiga bisa berupa seorang individu atau sejumlah 
																																								 																				
20 Suyud Margono, Op. Cit., h. 22-23. 
21 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat & Hukum 
Nasional, Kencana, Jakarta, 2009, h. 17-19. 
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orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan 
keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari paraapihak. 
Keputusan yang berisi kewajiban dan bebas dari kewajiban, 
sepenuhnya menjadi kewenangan ajudikator dan posisi para pihak 
hanyalah sebagai pemohon keputusan. Penyelesaian sengketa melalui 
ajudikasi telah menempatkan ajudikator pada posisi superior dan para 
pihak yang bersengketa (disputans) pada posisi inferior. 22  
5) Mediasi-Arbitrase 
Med-Arb adalah proses penyelesaian sengketa campuran 
yang dimulai setelah adanya proses mediasi tidak berhasil. Jika para 
pihak tidak mencapai kesepakatan, mereka dapattmelanjutkan pada 
proses penyelesaian sengketa secara arbitrase dalam jangka waktu 
tertentu yang ditetapkan. 23 
6) Arbitrase 
Suyud Margono menerangkan bahwa didalam arbitrase 
para pihakkmenyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak 
netral yang merekaapilih untuk membuat putusan persengketaan 
tersebut. Para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan 
sehingga menjamin kenetralan maupun keahliannya yang mereka 
anggap perlu dalam sengketanya, dapat memilih hukum yang akan 
diterapkan dalam sengketa tersebut serta kerahasiaan dari arbitrase 
																																								 																				
22 Ibid. 
23 Sudargo Gautama, Arbitrase dan Mediasi (Hak Milik Intelektual) WIPO, Ghalia 
Indonesia, Bogor, 2010, h. 22-23. 
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membantu melindungi para pihak dari penyingkapannkepada umum 
yang merugikan. 24  
Arbitrase yang biasa dikenal di Indonesia adalah Badan 
Arbitrase NasionallIndonesia (selanjutnya disebut BANI) dankkhusus 
untuk penyelesaian sengketa konstruksi dikenal dengan Badan 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia 
(selanjutnya disebut BADAPSKI). Dalam Pasal 1 angka 1 UU 
Arbitrase dan APS, mendefinisikannarbitrase, yaitu cara penyelesaian 
suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis olehhpara pihak yang 
bersengketa.  
Di dalam arbitrase, para pihak menyetujui untuk 
menyelesaikan sengketanyaakepada pihak netral yang mereka pilih 
untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah salahhsatu bentuk 
adjudikasi privat.25 Dalam Penjelasan UU Arbitrase dan APS dijelaskan 
bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan 
dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihanntersebut antara 
lain: 
a. Dijamin kerahasiaan sengketaapara pihak; 
b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural 
dan administratif; 
																																								 																				
24 Suyud Margono, Op. Cit., h. 19. 
 
25 Kunti Kalma Syita, Op. Cit., h. 19. 
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c. Para pihak dapat memilihharbiter yang menurut keyakinannya 
mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang 
cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; 
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan 
e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan 
dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung 
dapat dilaksanakan. 
Putusan arbitrase bersifattfinal dan mengikat (final and binding)bbagi 
para pihak, serta tidak dimungkinkan lagi upayaahukum. Hal ini sesuai 
ketentuan pasal Pasal 60 UU Arbitrase dan APS, yang berbunyi: 
Putusan arbitrase bersifat final dannmempunyai kekuatan hukum tetap 
dan mengikat para pihak. Serta Pasal 61 UU Arbitrase dan APS 
berbunyi: dalam hal para pihak tidakkmelaksanakan putusan arbitrase 
secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua 
PengadilannNegeri atas permohonan salah satu pihak yang 
bersengketa. 
b. Litigasi   
Sebagaimana disampaikan oleh Basuki Rekso Wibowo yaitu 
walaupun penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan 
model ADR, namun tidak menutup peluang penyelesaiannperkara tersebut 
secara litigasi. Penyelesaian perkara secara litigasi tetap dapat 
dipergunakan manakala penyelesaian secara nonlitigasiitidak 
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membuahkan hasil.26 Penyelesaian sengketa litigasi di bidang perdata, 
dalam hukum Indonesia dilakukan melalui lembaga peradilan. 
Pengajuannya dilakukan dengan mendaftarkan gugatan di pengadilan 
negeri. Apabila tidak dapat menerima putusan pada tingkat pengadilan 
negeri, pihak yang keberatan dapat mengajukan banding ke pengadilan 
tinggi. Apabila keberatan dengan putusan pada tingkat pengadilan tinggi 
maka pihak yang tidak menerima dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah 
Agung. Putusan Mahkamah Agung adalah bersifat finalldan mengikat 
(inkracht) dan tidak dapat lagi dilakukan upayaahukum biasa. Keberatan 
atas putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung tersebut dapat dilakukan 
melalui upaya hukum luar biasa, dengan melakukan peninjauan kembali 
ke Mahkamah Agung. Upaya peninjauan kembali ini tidak dapat 
menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi). 
Moch. Faisal Salam memberikan pendapatnya bahwa proses 
penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi dalam pengadilan, 
kemudian berkembang proses penyelesiannsengketa melalui kerjasama 
(kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan 
yang bersifat adversarial yang menimbulkan masalahhbaru, lambat dalam 
penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan 
menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. 
																																								 																				
26 Basuki Rekso Wibowo, Studi Perbandingan Beberapa Model Alternatif  
Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Bisnis, Pro Justitia No. 4, Tahun 16, Oktober 1966, dikutip 
oleh Joko Nur Sariono dan Agus Dono Wibawanto, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui 
Alternative Dispute Resolution (ADR), Perspektif, Volume XI No.3, Juli 2006, h. 247. 
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Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan 
yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasian sengketa para pihak, 
dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan 
administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam 
kebersamaan dan menjaga hubungan baik. 27 
Penyelesaian sengketa melalui litigasi di Indonesia masih jauh 
dari idealisme penyelesaian sengketa sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 
ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kehakiman), yaitu penyelesaian 
sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. M. Hatta Ali 
berpendapat bahwa asas sederhana dan cepat merupakan salah satu hal 
yang dituntut publik ketika memasuki proses pengadilan, bahwa publik 
menuntut agar mereka mendapatkan kemudahan yang didukung dengan 
sistem. Proses yang berbelit-belit akan menimbulkan frustasi dan 
ketidakadilan, tetapi tindakan yang procedural harus pula dapat menjamin 
pemberian keadilan, dan proses yang sederhana harus pula menjamin 
adanya ketelitian dalam pengambilan putusan. Asas penyelenggaraan 
peradilan sederhana, cepat, dan biayaaringan dan transparan dimaksudkan 
antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus 
dikembangkan. Dalammhal ini, undue procedure and delays harus 
dihindari atau ditekan seminimum mungkin. 28 
																																								 																				
27 Moch. Faisal Salam, Op. Cit., h. 172. 
28 M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan 
Restoratif, Alumni, Bandung, 2012, h. 231-232. 
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Rahadi Wasi Bintoro menjelaskan bahwa prinsip sederhana 
mengandung maksud bahwa proses beracara mudah dipahami, jelas dan 
tidakkberbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas 
yang diwajibkan, maka proses beracara akan berjalan dengan lancar. 
Sebaliknya, terlalu banyak formalitas-formalitas, proses beracara 
cenderung akan berjalan tidak lancar, karena memungkinkan timbulnya 
berbagai penafsiran, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum 
dan menyebabkan ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. 
Sedangkan  prinsip cepat menunjuk pada jalannya persidangan. Sedikitnya 
formalitas-formalitas dalam persidangan akan mempercepat jalannya 
pemeriksaan. Hal ini akan meningkatkan kewibawaan pengadilan, serta 
menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. 29  Lebih jauh lagi 
M. Yahya Harahap berpendapat bahwa prinsip cepat ini bukan bertujuan 
untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian 
misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Hal yang dicita-citakan 
ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu 
yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan. 30  
Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang 
harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan 
																																								 																				
29 Rahadi Wasi Bintoro, Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan, Yuridika, 
Volume 31 No 1, Januari 2016, h. 126.  
30  M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama 
(Undang-Undang No 7 Tahun 1989), Sinar Grafika Offset, 2003, h. 71, dikutip oleh Rahadi Wasi 
Bintoro, Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan, Yuridika, Volume 31 No 1, Januari 
2016, h. 126-127.  
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sengketanya di depan pengadilan. Prinsip biaya ringan, mengandung 
maksud agar semua warga negara dapat mengajukan tuntutan hak ke 
pengadilan. 31 
Upaya konkret Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 
mengatasi kelambatan proses penyelesaian perkara di pengadilan 
sekaligus sebagai penerapan asas peradilannsederhana tersebut sebenarnya 
sudah diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 
(Selanjutnya disebut PERMA GugatannSederhana). Tetapi PERMA 
Gugatan Sederhana tersebut belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam 
penyelesaian sengketa bisnis/perdata karena nilai sengketanya yang 
dibatasi hanya untuk nilai gugatan materiil paling banyak dua ratus juta 
rupiah. Hal ini sebagaimana pengaturan penyelesaian gugatan sederhana 
yang dirumuskan pada Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 3 PERMA Gugatan 
Sederhana, bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalahhtata cara 
pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai 
gugatannmateril paling banyak dua ratus juta rupiah. 
Selain itu Mahkamah Agung juga sudah mengatur mediasi 
yang diintegrasikan dalammproses beracara diipengadilan, dengan 
kewajiban menempuhhmediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap 
pemeriksaan pokok perkara. Hal ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah 
																																								 																				
31  Setiawan, Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 
1992 h. 749, dikutip oleh Rahadi Wasi Bintoro, Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan, 
Yuridika, Volume 31 No 1, Januari 2016, h. 127.  
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Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut PERMA Mediasi). PERMA 
Mediasi menentukan bahwa batas waktu mediasi dibatasi 30 hari terhitung 
sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan terdapat kewajiban bagi 
para pihak untuk menghadiri pertemuan Mediasi kecuali ada alasan sah 
seperti kondisi kesehatan, di bawah pengampuan, tempat tinggal di luar 
negeri atau sedang menjalankan tugas profesi atau pekerjaan yang tidak 
dapat ditinggalkan. Tetapi hal ini juga belum mampu memenuhi tuntutan 
perkembangan bisnis yang menginginkan penyelesaian sengketa secara 
cepat dan murah, karena sebelumnya harus melalui formalitas pengajuan 
gugatan terlebih dahulu dan pemanggilan para pihak yang memerlukan 
prosedur yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama. 
3. Ketentuan Penyelesaian Sengketa melalui DAAB 
a. Pembentukan DAAB dan Penunjukkan Anggota DAAB 
DAAB memiliki karakteristik yang berbeda dengan mediasi, 
pendapat mengikat, dan juga arbitrase. Perbedaan DAAB dengan mediasi 
terletak pada kewenangan pihak ketiga yang mempunyai kewwenangan 
untuk memutus dan putusannya mengikat kepada para pihak yang 
bersengketa, sedangkan dalam mediasi pihak ketiga hanya memberikan 
rekomendasi yang tidak mengikat. Sedangkan perbedaan dengan pendapat 
mengikat (binding opinion) yaitu putusannya yang mengikat, sedangkan 
untuk binding opinion apabila salah satu pihak tidak beritikad baik untuk 
menjalankan hasilnya maka harus diajukan gugatan/permohonan ke 
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pengadilan atau arbitrase agar pelaksanaan hasilnya dapat dieksekusi. Lebih 
jauh lagi perbedaan dengan arbitrase yaitu DAAB dibentuk sebelum 
sengketa terjadi sedangkan arbitrase dibentuk bisa sebelum sengketa terjadi 
(dengan klausula arbitrase) ataupun sesudah sengketa terjadi dengan 
perjanjian arbitrase yang terpisah dengan perjanjian pokoknya. 
Para Pihak harus bersama-sama membentuk DAAB dengan 
menunjuk anggota DAAB dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam 
Data Kontrak setelah tanggal kedua belah pihak menandatangani Perjanjian 
Kontrak. Jika tidak ditentukan dalam data kontrak, maka jangka waktu 
penunjukkan tersebut adalah maksimal 28 hari sejak kedua belah pihak 
menandatangani kontrak. Hal ini sesuai ketentuan Sub-Klausula 21.4 GC 
FIDIC, yaitu: “…Dispute shall be decided by a DAAB in accordance with 
Sub-Clause 21.4 [Obtaining DAAB Decision]. The Parties shall jointly 
appoint the member(s) of the DAAB within the time stated in the Contract 
Data (if not stated, 28 days) after the date that both Parties have signed the 
Contract Agreement.…” 
DAAB harus dianggap dibentuk pada tanggal para pihak dan 
anggota DAAB telah menandatangani Perjanjian DAAB. Hal ini sesuai 
ketentuan Sub-Klausula 21.4 GC FIDIC, yaitu: “… The DAAB shall be 
deemed to be constituted on the date that the Parties and the sole member 
or three members (as the case may be) of the DAAB have all signed a DAAB 
Agreement. …” DAAB harus dianggap dibentuk pada tanggal para pihak 
dan anggota tunggal atau tiga anggota (dalam kasus tertentu mungkin) 
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DAAB telah menandatangani Perjanjian DAAB. Selain dari Perjanjian 
DAAB (DAA Agreement), klausula-klausula inilah yang menjadi dasar 
kewenangan bagi Anggota DAAB untuk menjalankan fungsinya sebagai 
lembaga konsultasi dan sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Sesuai asas 
Pacta sun Servanda, ketika para pihak telah membentuk DAAB maka harus 
mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa melalui DAAB. 
b. Jumlah Anggota DAAB 
Jumlah Anggota DAAB adalah ganjil, bisa berjumlah satu atau 
tiga orang anggota. Jumlah anggota DAAB adalah sebagaimana yang 
ditentukan oleh para pihak yanggberkontrak didalam DataaKontrak. 
Apabila para pihak tidakkmenentukan jumlahnya dalam Data Kontrak 
karena perbedaan pendapat, maka jumlah DAAB harus terdiri dari tiga 
orang anggota. Hal ini sesuai ketentuan Sub-Klausula 21.4 GC FIDIC, yaitu:  
“… The DAAB shall compriseeas stated in Contract Data, either one 
suitably qualified member (the “sole member”) or three suitably qualified 
members (the “members”). If the number is nottstated, and The Parties do 
not agree otherwise, The DAAB shall compriseethree members…” . 
DAAB harus terdiri dari, sesuai yang ditentukan dalam Data Kontrak, satu 
anggota yang memenuhi persyaratan (“anggota tunggal”) atau tiga anggota 
yang memenuhi persyaratan (“anggota”). Jika jumlah tidakkditentukan, dan 
Para Pihak tidak saling menyetujui, DAAB harus terdiriidari tiga anggota. 
Jika paraapihak telah sepakat DAAB terdiri dari tiga anggota, 
maka masing-masing pihak harus saling berkonsultasi memilih masing-
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masing satu anggota, dan kemudian secara bersama-sama sepakat mengenai 
anggota ketiga yang akan dijadikan Ketua DAAB. Hal ini sesuai ketentuan 
Sub-Klausula 21.4 GC FIDIC, yaitu: “ If the DAAB is to comprise three 
members, each party shall select one member for the agreement of the other 
party. The Parties shall consult both these members and shall agree the 
third member, who shall be appointed to act as chairperson.” Jika DAAB 
terdiri dari tiga anggota, masing-masing pihak harus memilih masing-
masing satu untuk disepakati pihak lainnya. Para pihak harus saling 
berkonsultasi dari anggota ini dan harus menyepakati anggota yang ketiga, 
yang harus ditunjuk sebagai ketuanya. 
c. Perjanjian DAAB 
Perjanjian DAAB merupakan perjanjian tiga pihak, yaitu antara 
Pengguna Jasa, Kontraktor, dan Anggota DAAB sebagai dasar perikatan 
hukum penunjukkan DAAB dan sebagai dasar DAAB menggunakan 
kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang 
membentuknya.  
Bentuk perjanjian DAAB telah ditentukan dalam Standar 
Kontrak Konstruksi FIDIC, yaitu terdapat di dalam lampirannya. Perjanjian 
DAAB mengatur diantaranya hal-hal sebagai berikut: 
1) Kesepakatan atas penunjukkan anggota DAAB (Nama anggota 
disebutkan dalam perjanjian DAAB); 
2) Perubahan/Amandemen dari General Condition Standar Kontrak 
Konstruksi terkait klausul yang mengatur mengenai DAAB; 
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3) Pengaturan mengenai biaya DAAB dan mekanisme pembayarannya, 
dan tanggung gugat pihak pengguna jasa dan kontraktor terhadap biaya 
tersebut secara tanggung renteng. 
Berikut adalah klausul dalam Standar Perjanjian DAAB yang mengatur 
mengenai tanggung gugat secara renteng tersebut: 
“The Employer and The Contractor shall be jointly and severally liable 
for the DAAB Member’s fees and other payments to be made to the 
DAAB members in accordance with the GCs.”  
Pengguna Jasa dannKontraktor harus secara bersama-samaadan sendiri-
sendiri bertanggung gugat atas fee anggota DAAB dan pembayaran 
lainnya untuk Anggota DAAB sehubungan dengan General Conditions. 
4) Hukum yang mengatur (choice of law) perjanjian DAAB.  
d. Kerahasiaan 
Seluruh pihak dalam penyelesaian sengketa di forum DAAB 
harus menjaga kerahasiaan semua kegiatan DAAB dan dokumen yang ada, 
dan tidak boleh mempublikasikan atau membuka hal tersebut tanpa 
persetujuan tertulis dari para pihak. Hal ini sesuai ketentuan Klausula 7 GC 
Perjanjian DAAB.  
e. Kewajiban Anggota DAAB 
Anggota DAAB wajib dan menjamin akan bersikap independen 
dan imparsial. Hal ini sesuai ketentuan Klausula 3 dan 4 GC Perjanjian 
DAAB. Selain itu kewajiban lainnya yaitu: 
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(1) Mematuhi GC, Peraturan DAAB dan Persyaratan Kontrak yang terkait 
aktifitas DAAB; 
(2) Tidak memberikan nasehat kepada pemilik proyek, kontraktor, dan 
personil pemilik proyek atau kontraktor untuk menjalankan kontrak, 
kecuali disyaratkan dalam menjanlankan aktivitas DAAB; 
(3) Memastikan kesediaanya untuk semua pertemuan, kunjungan lapangan, 
dengar pendapat; 
(4) Menjadi dan selalu tetap selama periode DAAB, mengetahui: 
(i) Performa para pihak terhadap kontrak; 
(ii) Lokasi proyek dan sekitarnya; 
(iii) Progress pekerjaan; dan 
(5) Dapat memberikan asistensi informal jika diminta bersama-sama oleh 
para pihak. 
Kewajiban Anggota DAAB ini diatur dalam Klausula 5 GC Perjanjian 
DAAB. 
f. Kewajiban Pihak yang Bersengketa di DAAB 
Sesuai Ketentuan Klausula 6 GC Perjanjian DAAB setiap pihak 
berkewajiban untuk: 
(a) Mematuhi GC, Peraturan DAAB dan Persyaratan Kontrak yang terkait 
aktifitas DAAB; 
(b) Harus kooperatif dengan pihak lainnya dalam pembentukan DAAB, 
tanpa terlambat; 
(c) Sehubungan dengan aktifitas DAAB, harus kooperatif dengan itikad 
baik dan memenuhi kewajibannya dan memenuhi setiap hak sesuai GC, 
Peraturan DAAB dan Persyaratan Kontrak; 
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(d) Tidak boleh mengajukan nasehat kepada DAAB, kecuali disyaratkan 
dalam menjanlankan aktivitas DAAB; 
(e) Sepanjang waktu selama berinteraksi dengan DAAB, setiap pihak tidak 
boleh mengkompromikan sikap independen dan imparsial anggota 
DAAB; 
(f) Setiap pihak harus memastikan anggota DAAB terinformasikan 
mengenai: 
(i) Performa para pihak terhadap kontrak; 
(ii) Lokasi proyek dan sekitarnya; 
(iii) Progress pekerjaan. 
g. Biaya DAAB 
Besarnya biaya DAAB adalah sesuai kesepakatan antara Pihak 
Pemilik Proyek, Kontraktor dan DAAB. Pengaturan biaya ini sebagaimana 
diatur dalam Klausula 9 GC Perjanjian DAAB. 
h. Penggantian Anggota DAAB 
Anggota DAAB setiap waktu dapat mengundurkan diri dengan 
memberikan notifikasi kepada para pihak dan anggota DAAB lainnya 
kurang dari 28 hari atau periode lain yang disepakati kepada para pihak. Jika 
telah melebihi waktu tersebut maka perjanjian DAAB nya sudah dianggap 
terputus. Ketentuan ini tidak berlaku apabila dilakukan dalam proses 
pengambilan putusan terhadap sengketa yang diajukannoleh para pihak. 
Selain itu paraapihak secara bersama-sama dapat memutuskan perjanjian 
DAAB terhadap anggota DAAB dengan memberikan notifikasi yang tidak 
melebihi 42 hari kepada anggota DAAB tersebut. Hal ini diatur dalam 
ketentuan Klausula 10 GC Perjanjian DAAB. Selain karena mengundurkan 
diri dan pemutusan kontrak, sesuai ketentuan paragraph tujuh Klausula 21.1 
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GC FIDIC, dengan kesepakatan para pihak penggantian anggota DAAB 
juga dapat dilakukan dalam hal anggota DAAB berhalangan dalam 
melaksanakan tugasnya akibat kematian, sakit, dan kecacatan. 
i. Forum Konsultasi DAAB 
Sesuai ketentuan klausul 21.3 GC Persyaratan Kontrak, jika 
para pihak setuju mereka dapat bersama-sama meminta secara tertulis untuk 
melakukan asistensi informal untuk mencari penyelesaian atas isu atau 
ketidaksepakatan diantara para pihak. Para pihak dan DAAB tidak terikat 
atas penyelesaian sengketa dimasa datang atas setiap nasehat yang diberikan 
oleh anggota DAAB baik secara lisan ataupun tertulis. 
j. Putusan DAAB 
Mengenai putusan DAAB diatur dalam ketentuan klausula 
21.4.3 GC Persyaratan Kontrak dan klausul Rule 8 Peraturan Prosedur 
DAAB. DAAB harus memberikan putusannya dalam jangka waktu 84 hari 
sejak diajukan atau periode tertentu yang diajukan oleh DAAB dan disetujui 
oleh para pihak. Putusan harus diberikan dalam bentuk tertulis kepada kedua 
belah pihak dengan alasan yang rasional. Putusan DAAB harussmengikat 
kedua belahhpihak dan jika dalam jangka waktu 28 hari sejakkmenerima 
putusan DAAB tidak mengajukan notifikasi keberatan putusan maka 
putusannya menjadi final dan mengikat. Mengenai putusan DAAB akan 
dibahas lebih detail dalam Bab III tesis ini. 
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UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN DAAB 
 
1. Klaim dan Sengketa Konstruksi 
Klaim merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dalam 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Menurut M. Nazarkhan Yasin walaupun 
munculnya klaim dapat disebabkan oleh beberapa hal, tetapi hampir 
semuanya berasal dari salah satu pihakkdalam kontrak, namun dapat juga 
terjadi oleh sebab-sebab dari pihak ketiga, tindakan/keinginan Tuhan, atau 
halllain yang menyebabkan pihak yang mengajukannklaim menderita rugi. 1 
Sedangkan dalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC sebagaimana diatur 
dalam klausula 1.1.3 GC FIDIC, definisi klaim dijelaskan sebagai berikut: 
“Claim means a request or assertation by one party to other party for an 
entitlement or relief under any Clause of these condition or otherwise in 
connection with, or arising out, the Contract at the execution of the works.” 
Klaim adalah sebuah permintaan atau tuntutan oleh satu pihak kepada pihak 
lainnya untuk sebuah hak atau pembebasan berdasarkan klausula apapun dari 
persyaratannini atau lainnya sehubunganndengan, atau timbul mengenai 
kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan. 
M. Nazarkhan Yasin memberikan pendapatnya mengenai klaim 
konstruksiiyaitu klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan 
																																								 																				
1 M. Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa 
Konstruksi, Gramedia, Jakarta, 2008, h. 25. 
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suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pemilik proyek dan kontraktor atau 
antara kontraktor utama dengan sub kontraktor atau pemasok bahan atau 
antara pihak luar dan pemilik proyek/kontraktor yang biasanya 
mengenaiipermintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. 2 
Sedangkan menurut Sarwono Hardjomuljadi klaim yang terjadi kemudian 
menjadi sengketa, disebabkan karena kelalaian, tidak adanya perhatian dan 
kurangnya pemahaman kontraktual diantara para pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan proyek konstruksi. 3 Beberapa sebab utama terjadinya klaim 
menurut Priyatna Abdul Rasyid, yaitu: 4   
a) Informasi desain yang tidak tepat (delayed design information); 
b) Informasi desain yang tidak sempurna (inadequate design information); 
c) Investigasi lokasi yang tidak sempurna; 
d) Reaksi klien yang lambat (slow client response); 
e) Komunikasi yanggburuk (poor communication); 
f) Sasaran waktu yang tidak realistis (unrealistic time targets); 
g)Administrasi kontrak yang tidak sempurna (inadequate contract 
administration); 
h) Kejadian eksternal yang tidak terkendali (uncontrollable external events); 
i) Informasi tender yang tidak lengkap (incomplete tender information); 
j) Alokasi risikooyang tidak jelas (unclear risk allocation); 
																																								 																				
2 M. Nazarkhan Yasin, Op. Cit., h. 18. 
3 Sarwono Hardjomuljadi, Op. Cit., h. 95. 
4 Priyatna Abdul Rasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu 
Pengantar, Fikahati Aneka, Jakarta, 2002, h. 214-215, dikutip oleh Nazarkhan Yasin, Mengenal 
Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi, Gramedia, Jakarta, 2008, h. 18. 
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k) Keterlambatan-ingkar membayar (lateness-non payment). 
Sedangkan mengenai unsur-unsur klaim, dijelaskan lebih lanjut 
oleh M. Nazarkhan Yasin, yaitu: 
a) Tambahan upah, material peralatan, pengawasan, administrasi, overhead, 
dan waktu; 
b) Pengulangan pekerjaan (bongkar/pasang); 
c) Penurunan prestasi kerja; 
d) Pengaruh iklim; 
e) De-mobilisasi dan Re-mobilisasi; 
f) Salah penempatannperalatan; 
g) Penumpukan bahan; 
h) De-efisiensi jenisspekerjaan. 
Mengenai kategori klaim dibagi dalam 3 hal, yaitu: 
a) Klaim Pemilik Proyek terhadap Kontraktor: 
- Pengurangan nilai kontrak; 
- Percepatan waktuupenyelesaian pekerjaan; 
- Kompensasi atas kelalaian kontraktor. 
b) Klaim Kontraktor kepada Pemilik Proyek: 
- Tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan; 
- Tambahannkompensasi; 
- Tambahan konsesi atas pengurangan spesifikasiiteknis atau bahan. 
c) Klaim Sub Kontraktor atau PemasokkBahan kepada Kontraktor. 5 
																																								 																				
5 M. Nazarkhan Yasin, Op. Cit., h. 36-37. 
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M. Nazarkhan Yasin menjelaskan bahwa klaim bukanlah tuntutan 
atau gugatan yang sudah dianggap benarrkarena klaim tidak selalu dapat 
diselesaikan atau dipenuhi. Apabila klaim tidak dilayani, berarti telah terjadi 
sengketa antara para pihakkyang berkontrak. Sengketa konstruksi adalah 
sengketa yang terjadi sehubunganndengan pelaksanaan suatu usaha jasa 
konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi 
yang didunia barat disebut construction dispute. Sengketa konstruksi 
sesungguhnya dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani 
misalnya kelambatan pembayaran, kelambatan penyelesaian pekerjaan, 
perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan baik teknis maupun 
manajerial dari para pihak. Selain itu sengketa konstruksi bisa terjadi apabila 
pemilik proyek ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan 
baik dan mungkin tidakkmemiliki dukungan pendanaan yang cukup. 6 
  Definisi sengketaamenurut Anita D.A. Kolopaking adalah 
pertentangan, perselisihan atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang 
satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satuudengan berbagai 
pihak yang berkaitan dengan hak yakni sesuatu yang bernilai, baik itu berupa 
uang maupun benda. 7 Proses sengketa terjadi karenattidak adanya titik temu 
antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang 
mempunyai pendirian/pendapat yang berbedaadapat beranjak ke situasi 
																																								 																				
6 Ibid., h. 83-84. 
7 Anita D.A. Kolopaking, Op. Cit., h. 10. 
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sengketa. 8 Sedangkan dalam klausula 1.1.26 GC FIDIC, definisi sengketa 
dijelaskan sebagai berikut: “Dispute means any situationnwhere: 
(1) One party makes a claim against the other party (which) may be a claim, 
as defined in these condition, or a matter to beedetermined by the 
employer’s representative under these condition, or otherwise); 
(2) The other party (if the employer, under Sub-Clause 3.5.2 [Employer’s 
Representative Determination] or otherwise) rejects the claim in whole or 
in part; and 
(3) The first party does not acquiesce (if the contractor, by giving a NOD 
under Sub-Clause 3.5.5 [Dissatisfaction with Employer’s Respresentative 
Determination] or otherwise, 
provided however that a failure by the otherrparty to oppose or respond to the 
claim, in wholw or in part, mayyconstitute a rejection if, in the circumstances, 
the DAAB or tehe arbitrator (s), as the case maybe, deem it reasonableefor it 
to do so. 
Sengketa berarti situasi dimana: 
(1) Satu pihak mengajukan klaim kepada pihak lainnya (yang mungkin sebuah 
klaim, sebagaimana didefiniskan dalam persyaratan ini, atau sebuah materi 
untuk diputuskan oleh perwakilan pemilik proyek sesuai persyaratan ini, 
atau lainnya); 
																																								 																				
8 Joko Nur Sariono dan Agus Dono Wibawanto, Op. Cit., h. 247. 
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(2) Pihak lainnya (jika pemilik proyek, berdasarkan Sub-Klausula 3.5.2 
[Ketetapan Perwakilan Proyek] atau lainnya) menolak klaim seluruhnya 
atau sebagian; dan 
(3) Pihak pertama tidak menyetujui (jika kontraktor, dengan memberikan 
NOD sesuai Sub-Klausula 3.5.5 [Keberatan dengan Ketetapan Perwakilan 
Pemilik Proyek] atau lainnya, 
Namun bagaimanapun bahwa kegagalan pihak lainnya untuk melawan atau 
merespon klaimnya, seluruhnya atau sebagian, dapat menetapkan penolakan 
jika, dalam keadaan, DAAB atau arbiter dalam hal tertentu mungkin 
menganggap hal itu rasional untuk dilakukan. 
Mengenai Prosedur klaim dalam Standar Kontrak Konstruksi 
FIDIC diatur dalam Klausula 20 GC FIDIC. Klausula ini mengatur ketentuan 
mengenai klaim pemilik proyek dan kontraktor, yang diatur yaitu mengenai: 
a) Definisi Klaim 
Sebuah klaim dapat disebabkan oleh: 
(1) Jika pemilik proyek menganggap bahwa dirinya berhak mendapatkan 
penambahan pembayaran dari kontraktor (atau pengurangan harga 
kontrak) dan/atau perpanjangan masa perbaikan cacat mutu. 
(2) Jika kontraktorrmenganggap bahwa dirinya berhakkatas tambahan 
pembayaran dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan; atau  
(3) Jika masing-masing pihak menganggap dirinya berhak atas hak 
lainnya atau pembebasan terhadap pihak lainnya. 
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b) Klaim Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu 
Prosedur klaim yaitu: 
(1) Notifikasi Klaim 
Jika salah satu pihak yang akan mengajukan klaim, harus memberikan 
notifikasi klaim kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 28 hari 
sejak mengetahui atau seharusnya mengetahui dari kejadian klaim. 
Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka pihak yang mengklaim 
tidak berhak lagi atas klaimnya. 
Hal ini sesuai ketentuan Sub Klausula 20.2.1 GC FIDIC, yaitu: 
“The claiming partyyshall give a notice to other party, describing the 
event or circumstances giving rise to the cost, loss, delay or extension of 
DNP for which the claim is made as soon as practicable, and no later than 
28 days after claiming party become aware, or should have 
becomeeaware, of the event or circumstance (the “notice of claim” in 
these condition). 
If the caliming party fails to give a notice of claim within this period of 28 
days, the claiming party shall not be entitled to any additional payment, 
the contract shall not be reduced (in the case of the contractor as the 
claiming party) shall not be extended, and the other party shall be 
discharged from any liability in connection with the event or 
circumstanceegiving rise to the claim.” 
(2) Respon Inisiasi 
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Jika pihak lainnya menganggap pihak yang mengklaim gagal 
memberikan notifikasi dalam jangka waktu 28 hari, pihak lainnya 
harus dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan 
klaim, memberikan notifikasi kepada pihak yang mngklaim. Jika 
pihak lainnya tersebut tidak memberikan notifikasi tersebut, notifikasi 
klaim tersebut dianggap valid. 
(3) Rekaman Kontemporer 
Pihak yang mengklaim harus tetap menjaga rekaman kontemporer 
yang mungkin dibutuhkan untuk mendukung klaim. Kontraktor harus 
mengizinkan pemilik proyek untuk melakukan inspeksi terhadap 
rekaman ini dalam jam kerja normal. 
(4) Klaim Detail 
Dalam sub klausula ini yang dimaksud dengan klaim detail yaitu: 
(a) Deskripsi detail dari kejadian atau kondisi yang menyebabkan 
klaim; 
(b) Pernyataan kontraktual dan/atau dasar hukum lainnya dari klaim; 
(c) Semua rekaman kontemporer yang disiapkan oleh pihak yang 
mengklaim; 
(d) Detail bagian pendukung dari jumlah pembayaran tambahan yang 
diklaim (atau jumlah pengurangan dari harga kontrak jika yang 
mengklaim adalah pemilik proyek), dan/atau perpanjangan waktu 
yang diklaimkan (jika yang mengklaim adalah kontraktor), 
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dan/atau perpnajangan masa perbaikan cacat mutu (jika yang 
mengklaim adalah pemilik proyek). 
Dalam hal: 
(i) 84 hari setelah pihak yanggmengklaim menyadari, atau seharusnya 
menyadariikejadian klaim; atau 
(ii) Periode waktu tertentu (jika ada) yang diajukan pihak yang 
mengklaim dan disetujui oleh pihak lainnya; 
Pihak yang mengklaim harus menyampaikan detail klaim kepada 
perwakilan pemilik proyek. 
Jika dalam jangka waktu tersebut pihak yang mengklaim gagal 
menyampaikan pernyataan kontraktual dan/atau dasar hukum lainnya 
dari klaim maka notifikasi klaim dianggap sudah tidak valid dan 
perwakilan pemilik proyek harus memberikan notifikasi mengenai 
kegagalan tersebut dalam jangka waktu 14 hari sejak waktunya 
terlewati. Jika perwakilan pemilik proyek tidak memberitahukan maka 
notifikasi klaim dianggap valid. 
(5) Kesepakatan atau Ketetapan Klaim 
Setelah menerima detail klaim atau interim atau detail klaim final, 
perwakilan pemilik proyek harus memproses sesuai sub klausula 3.5 
[Kesepakatan atau Ketetapan] untuk menyepakatiiatauumenetapkan: 
(a) Pembayaranntambahan (jika ada); 
(b) Tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan waktu masa 
perbaikan cacat mutu. 
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA







2. Peraturan Prosedur DAAB 
a. Tujuan Peraturan Prosedur DAAB 
Tujuan Peraturan Prosedur DAAB sebagaimana ditentukan 
dalam Klausula 1 Peraturan Prosedur DAAB, yaitu: 
(1) Untuk memfasilitasi penghindaran sengketa yang mungkin timbul 
diantara para pihak; 
(2) Untuk menghasilkan kecepatan, efisiensi dan efektifitas biaya 
penyelesaian dari sengketa apapun yang timbul diantara para pihak. 
Peraturan ini harus diinterpretasikan, bahwa aktifitas DAAB harus 
dilakukan dan DAAB harus menggunakan wewenangnya sesuai kontrak 
dan peraturan prosedur ini sesuai yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 
diatas. 
 
b. Penghindaran Sengketa 
Dalam rangka menghindari sengketa diantara para pihak, 
sesuai ketentuan klausula 21.3 GC Persyaratan Kontrak, jika para pihak 
setuju mereka dapat bersama-sama meminta secara tertulis untuk 
melakukan asistensi informal untuk mencari penyelesaian atas isu atau 
ketidaksepakatan diantara para pihak. Para pihak dan DAAB tidak terikat 
atas penyelesaian sengketa dimasa datang atas setiap nasehat yang 
diberikan oleh anggota DAAB baik secara lisan ataupun tertulis. Sehingga 
dalam hal ini putusan DAAB adalah tidak mengikat. 
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c. Pertemuan dan Kunjungan Lokasi 
Pertemuan dan kunjungan lokasi diatur dalam klausula 3 
Peraturan Prosedur DAAB. Tujuan pertemuan dan kunjungan lokasi 
adalah untuk: 
(1) Menjadi dan tetap terinformasikan mengenai hal sebagaimana diatur 
dalam Sub Paragraf (d) (i) sampai d (iii) dari sub klausula 5.1 GC’s; 
(2) Menjadi menyadari dan terinformasikan setiap isu dan potensi actual 
atau ketidaksepakatan diantara para pihak; dan 
(3) Memberikan asistensi informal jika dan ketika diminta bersama-sama 
oleh para pihak. 
DAAB harus mengadakan pertemuan tatap muka dan/atau 
kunjungan lokasi, dengan jadwal regular dan/atau dengan permintaan 
tertulis dari para pihak. Jika disepakati bersama para pihak, pertemuan 
juga bisa melalui telepon atau konferensi video. Frekuensi dari pertemuan 
dan/atau kunjungan lokasi tersebut haruslah: 
(1) Sesuai untuk mencapai tujuan pertemuan dan/atau kunjungan lokasi 
tersebut; 
(2) Intervalnya tidak boleh melebihi 140 hari kecuali disepakati sebaliknya 
oleh para pihak dan DAAB; 
(3) Dalam hal interval yang kurang dari 70 hari, sesuai klausula 3.5 dan 
3.6 Peraturan Prosedur DAAB, kecuali untuk memenuhi persyaratan 
forum dengar pendapat (hearings) sesuai klausula 7 Peraturan Prosedur 
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DAAB, kecuali jika disepakati sebaliknya oleh para pihak bersama 
DAAB. 
Saat terdapat kejadian kritis konstruksi (mungkin termasuk 
pemberhentian sementara pekerjaan atau pemutusan kontrak, DAAB harus 
melakukan kunjungan lokasi dengan permintaan tertulis yang 
mendeskripsikan kejadian oleh masing-masing pihak. Jika DAAB 
menyadari akan sebuah kejadian kritis konstruksi, bisa meminta para pihak 
untuk mengajukan permintaan ke DAAB. Pada saat kesimpulan dari setiap 
pertemuan dan kunjungan lokasi, jika bisa sebelum meninggalkan lokasi 
nya atau maksimal 7 hari, DAAB harus membuat laporan dan harus 
dikirimkan kepada para pihak. 
 
d. Komunikasi dan Dokumentasi 
Dalam berkomunikasi dan dalam setiap dokumen bahasa yang 
digunakan adalah bahasa yang ditentukan dalam Sub Klausula 1.4 GC 
[Hukum dan Bahasa], kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak. 
Setiap komunikasi dan dokumen yang dikirim ke salah satu pihak, 
salinannya juga harus dikirmkan ke pihak lainnya. 
Para Pihak harus menyediakan setiap Salinan dokumen yang 
diminta oleh DAAB, yaitu: 
(1) Dokumen penyusun kontrak; 
(2) Laporan progress pekerjaan; 
(3) Inisial program dan setiap revisinya; 
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(4) Instruksi yang relevan yang diberikan oleh pemilik proyek dan variasi; 
(5) Pernyataan yang disampaikan oleh kontraktor, dan semua sertifikat 
yang diterbitkan oleh pemilik proyek; 
(6) Notifikasi yang relevan; 
(7) Komunikasi diantara para pihak yang relevan; 
Dan semua dokumen lain yang relevan untuk pelaksanaan kontrak atau 
dibutuhkan DAAB untuk selalu dan tetap terinformasikan mengenai 
proyek. 
 
e. Kewenangan DAAB 
Selain kewenangan DAAB yang diatur dalam persyaratan 
umum kontrak dan persyaratan umum perjanjian DAAB, sesuai klausula 5 
peraturan prosedur DAAB, para pihak memberikan kewenangan kepada 
DAAB untuk: 
(1) Membuat prosedur mengenai kunjungan lokasi dan/atau memberikan 
asistensi informal; 
(2) Membuat prosedur mengenai memberikan putusan sesuai persyaratan 
kontrak; 
(3) Memutuskan mengenai yurisdiksinya DAAB sendiri, dan lingkup 
setiap sengketa yang diajukan kepada DAAB; 
(4) Menunjuk satu ahli atau lebih (termasuk ahli bidang legal dan teknis) 
dengan kesepakatan para pihak; 
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(5) Memutuskan pakah perlu atau tidak dilakukan dengar pendapat 
(hearings) dalam setiap sengketa yang diajukan kepada DAAB; 
(6) Melakukan pertemuan dan/atau hearings dengan para pihak; 
(7) Melakukan inisiatif untuk memeriksa fakta dan materi yang 
disyaratkan untuk membuat putusan; 
(8) Menggunakan keahlian spesialisnya sendiri, jika ada: 
(9) Memutuskan pembayarannya dari biaya keuangan tersebut sesuai 
kontrak; 
(10) Memutuskan setiap perbaikan sementara seperti interim atau langkah-
langkah konservatorium; 
(11) Membuka kembali, mereview dan merevisi setiap sertifikat, 
keputusan, ketetapan, instruksi, opini atau valuasi (atau penerimaan, 
kesepakatan, persetujuan, perhatian, ketidaksepakatan, 
ketidakmenolakan, perizinan, atau tindakan sejenis) oleh pemilik 
proyek yang relevan terhadap sengketa; 
(12) Memproses aktivitas DAAB dalam ketidakhadiran salah satu pihak 
setelah menerima notifikasi dari DAAB; 
(13) DAAB harus memiliki diskresi untuk memutuskan apakah dan untuk 
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Sesuai ketentuan klausula 6 Peraturan Prosedur DAAB, jika 
terdapat sengketa yang diajukan kepada DAAB harus diproses sesuai 
dengan ketentuan sub klausula 21.4 Persyaratan umum kontrak 
[Memperoleh Putusan DAAB] dan Peraturan Prosedur DAAB atau lainnya 
yang disepakati oleh para pihak secara tertulis. 
DAAB harus berbuat adil dan imparsial kepada semua pihak 
dan membuat putusan dalam waktu yang sudah ditentukan berdasarkan 
sub klausula 21.4.3 [Putusan DAAB], the DAAB harus: 
(1) Memberikan setiap pihak kesempatan yang rasional (konsisten dengan 
hakikat percepatan dari proses DAAB) dari mendahulukan kasus 
tersebut dan merespon kasus pihak lainnya; 
(2) Mengadopsi prosedur yang akan digunakan untuk putusannya yang 
cocok dengan sengketa tersebut, menghindari penundaan dan 
perpanjangan yang tidak perlu. 
 
g. Forum Dengar Pendapat (Hearings) 
Forum dengar pendapat (hearings) merupakan kewenangan 
lain yang dimiliki DAAB, yaitu kewenangan untuk: 
(1) Memutuskan tanggal dan waktu untuk hearings, dengan berkonsultasi 
dengan para pihak; 
(2) Memutuskan lamanya waktu hearings; 
(3) Meminta dokumentasi dan argumentasi tertulis dari para pihak 
sebelum dilakukan hearings; 
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(4) Mengadopsi sebuah prosedur inkuisitorial selama hearings; 
(5) Meminta produksi dokumen dan/atau penyampaian lisan oleh para 
pihak, pada setiap heraings bahwa DAAB dapat melakukan asistensi 
dalam melaksanakan kewenangannya untuk berinisiatif untuk 
memeriksa fakta dan materi yang disyaratkan untuk membuat putusan; 
(6) Meminta kehadiran personil yang DAAB menganggap bahwa DAAB 
dapat melakukan asistensi dalam melaksanakan kewenangannya untuk 
berinisiatif untuk memeriksa fakta dan materi yang disyaratkan untuk 
membuat putusan; 
(7) Menolak masuknya setiap personil selain perwakilan pemilik proyek 
dan kontraktor dalam hearings atau audiensi pada setiap hearings; 
(8) Memproses dalam hal ketidakhadiran setiap pihak yang DAAB 
mengangap pihak tersebut telah menerima notifikasi pemberitahuan 
dengan waktu yang layak; 
(9) Menunda hearings ketika DAAB memperkirakan  investigasi lebih 
jauh oleh satu pihak atau kedua belah pihak akan memberikan menfaat 
untuk memberikan penyelesaian, dalam waktu tertentu sebagaimana 
investigasi dilakukan, dan segera menyimpulkan setelahnya.   
DAAB harus tidak mengungkapkan pendapat apapun terkait 
permasalahan terkait sengketa. DAAB tidak boleh memberikan asistensi 
informal selama hearings, tetapi jika para pihak meminta dilakukan 
asistensi informal maka: 
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(1) Hearings harus ditunda dalam waktu tertentu selama DAAB melakkan 
asistensi informal; 
(2) Jika hearings tertunda lebih dari 2 hari, jangka waktu bagi DAAB 
untuk memberikan putusannya harus dihentikan sementara sampai 
hearings disimpulkan; 
(3) Hearings harus segera disimpulkan setelah DAAB memberikan 
asistensi informal tersebut. 
 
h. Putusan DAAB 
Mengenai putusan DAAB diatur dalam ketentuan klausula 
21.4.3 GC Persyaratan Kontrak dan Klausula 8 Peraturan Prosedur DAAB. 
DAAB harus memberikan putusannya dalam jangka waktu 84 hari sejak 
diajukan atau periode tertentu yang diajukan oleh DAAB dan disetujui 
oleh para pihak.  
Jika setelah memberikan putusannya, DAAB menemukan ada 
koreksi wording atau aritmetik, DAAB dalam jangka waktu 14 hari setelah 
menyampaikan putusannya memberitahukan para pihak  dan menerbitkan 
addendum putusannya dalam bentuk tertulis oleh para pihak. Jika yang 
menemukan koreksi wording atau aritmetik atau bahkan terdapat 
ambiguitas dalam putusan DAAB, maka dalam jangka waktu 14 hari 
setelah menerima putusan dapat memberikan notifikasi tertulis kepada 
DAAB. DAABhharus memberikan respon dalam jangkaawaktu 14 hari 
sejak menerima notifikasi koreksi tersebut, dan jika benar terdapat 
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kesalahan, maka DAAB melakukan perbaikan putusannya dan 
menerbitkan addendum terhadap putusannya tersebut. 
Putusan harus diberikan dalam bentuk tertulis kepada kedua 
belah pihak dengan alasan yang rasional. Putusan DAAB harus mengikat 
keduaabelah pihak dan jika dalam jangka waktu 28 hari sejak menerima 
putusan DAAB tidak mengajukan notifikasi keberatan putusan maka 
putusannya menjadi final dan mengikat. 
Sifat putusan DAAB yang final dan mengikat masih 
dipertanyakan apabila ditinjau dari hukum acara yang berlaku di 
Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud putusan yang 
final dan mengikat (inkracht) adalah putusan yang dihasilkan oleh 
lembaga peradilan atau arbitrase, yang tidak mungkin lagi dilakukan upaya 
hukum biasa karena pihak yang dikalahkan sudah menerima putusan 
tersebut atau telah melampaui jangka waktu untuk melakukan upaya 
hukum. 
 
i. Pemutusan Perjanjian DAAB 
Sesuai klausula 9 Peraturan prosedur DAAB, Anggota DAAB 
setiap waktu dapat mengundurkan diri dengan memberikan notifikasi 
kepada para pihak dan anggota DAAB lainnya kurang dari 28 hari atau 
periode lain yang disepakati kepada para pihak. Jika telah melebihi waktu 
tersebut maka perjanjian DAAB nya sudah dianggap terputus. Ketentuan 
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ini tidak berlaku apabila dilakukan dalam proses pengambilan putusan 
terhadap sengketa yang diajukan oleh para pihak.  
Selain pengunduran diri anggota DAAB, para pihak secara 
bersama-sama dapat memutuskan perjanjian DAAB terhadap anggota 
DAAB dengan memberikan notifikasi yang tidak melebihi 42 hari kepada 
anggota DAAB tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan Klausula 10 GC 
Perjanjian DAAB. 
 
j. Prosedur Perubahan Anggota DAAB 
Sesuai ketentuan Klausula 10 Peraturan Prosedur DAAB, 
setiap pihak dapat menolak anggota DAAB, dengan prosedur sebagai 
berikut; 
(1) Pihak yang menolak harus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak 
menyadari fakta atau kejadian yang menimbulkan penolakan, memberi 
notifikasi kepada Anggota DAAB. Notifikasi tersebut harus: 
- Menyatakan bahwa penolakan tersebut berdasarkan peraturan 
prosedur DAAB; 
- Menyatakan alasan penolakan; 
- Menyimpulkan penolakan dengan menyusun fakta, dan 
mendeskripsikan kejadian yang mendasari penolakan; 
- Secara simultan salinannya diberikan kepada pihak lainnya dan 
anggota lainnya. 
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(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerimaanotifikasi tersebut, 
anggota DAAB yanggditolak harus meresponnya. Jika tidak ada 
respon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut maka, notifikasi 
penolakannya dianggap tidak diterima. 
(3) Apabila disetujui, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari  setelah menerima 
respon dari anggota DAAB, pihak yang menolak tersebut dapat 
mengganti anggota DAAB. 
(4) Jika jangka waktu tersebut terlewati dan belum terdapat penggantian 
anggota DAAB, maka pihak yang menolak tersebut dianggap setuju 
dan tidak berhak lagi mengajukan penolakan dengan alasan apapun. 
k. Pelaksanaan Putusan DAAB 
Terkait pelaksanaan putusan DAAB, dalam hal salah satu 
pihak gagal untuk mematuhi putusan DAAB, pihak lainnya dapat 
mengajukan permohonan ke arbitrase. Arbitrase memiliki kewenangan 
untuk meringkas atau prosedur percepatan lainnya untuk memerintahkan 
pelaksanaan putusan atau interim atau pengukuran provisional (yang 
sesuai dengan hukum yang berlaku atau lainnya). 
3. Keberatan atas Putusan DAAB 
Keberatan terhadap putusan DAAB diatur dalam ketentuan 
klausula 21.4.4 [Keberatan terhadap Putusan DAAB]. Jika ada pihak yang 
keberatan terhadap putusan DAAB, maka: 
a) Pihak yang keberatan tersebut dapat memberikan notifikasi keberatan 
[NOD] kepada pihak lainnya dengan salinannya kepada DAAB; 
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b) NOD tersebut harus menyatakan “Notifikasi Keberatan terhadap Putusan 
DAAB” dan harus terdapat susunan materi dalam sengketa dan alasan 
keberatannya; 
c) NOD tersebut harus diberikan dalam jangka 28 hari setelah diterimanya 
putusan DAAB. 
Jika jangka waktu yang diberikan untuk mengeluarkan putusan 
bagi DAAB telah terlewati, dan belum terdapat putusan DAAB maka setiap 
pihak dapat mengajukan NOD kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 28 
hari sejak jangka waktu tersebut terlewati.  
Apabila tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan 
mengirimkan NOD setelah 28 hari sejak diterimanya putusan DAAB 
olehhpara pihak, maka putusan tersebutmmenjadi final dan mengikattpara 
pihak. 
Jika para pihak hanya keberatan terhadap sebagian saja dari 
putusan DAAB, maka: 
a) Terhadap bagian yang keberatan tersebut harus dinyatakan secara jelas 
dalam NOD; 
b) Bagian yang dinyatakan keberatan tersebut dan bagian lainnya yang 
terpengaruh, harus dianggap terpisah dari putusan yang diterima; 
c) Putusan yang diterima tersebut menjadi final dan mengikat jika tidak 
dinyatakan keberatan oleh para pihak. 
Para Pihak tidak dapat memulai untuk bersengketa di arbitrase kecuali 
terpenuhinya syarat sebagai berikut; 
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a) Persyaratan sesuai sub klausula 3.5.5 persyaratan umum kontrak 
[Keberatan atas Ketetapan Perwakilan Pemilik Proyek]; 
b) Persyaratan sesuai sub klausula  21.7 persyaratan umum kontrak 
[Kegagalan melaksanakan putusan DAAB]; 
c) Persyaratan sesuai sub klausula  21.8 persyaratan umum kontrak [Tidak 
Terdapat DAAB]; 
d) Telah disampaikannya NOD kepada pihak lainnya dan salinannya 
diberikan kepada DAAB. 
Sesuai ketentuan 21.5 persyaratan umum kontrak [Penyelesaian 
Damai], kedua belah pihak harus mencoba menyelesaikan sengketanya secara 
damai/bermusyawarah sebelum mengajukan sengketanya ke arbitrase. 
Keculai jika disepakati sebaliknya oleh para pihak, setelah 28 hari sejak NOD 
terhadap putusan DAAB diberikan, arbitrase sudah dapat dimulai oleh pihak 
yang keberatan. Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, maka syarat 
berikut berlaku untuk arbitrase, yaitu: 
(1) Sengketa diselesaikan dengan peraturan prosedur Arbitrase Kamar Dagang 
Internasional (ICC); 
(2) Sengketa diselesaikan menggunakan satu atau tiga arbiter yang ditunjuk 
sesuai kontrak; 
(3) Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah bahasa yang mengatur 
kontrak; 
Arbiter mempunyai kewenangan penuh untuk membuka kembali, 
mereview dan merevisi setiap sertifikat, keputusan, ketetapan (selain 
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ketetapan yang final dan mengikat), instruksi, opini atau valuasi oleh pemilik 
proyek atau perwakilannya, dan semua putusan DAAB (kecuali yang bersifat 
final dan mengikat) yang relevan terhadap sengketa. Tidak boleh ada hal yang 
membatalkan seseorang yang telah bertindak atas nama pemilik proyek sesuai 
kontrak untuk dipanggil sebagai saksi dan memberikan kesaksian sebelum 
arbitrase. Sesuai ketentuan paragraph 4 Klausula 21.6 FIDIC, bahwa semua 
putusan DAAB dapat dijadikan alat bukti dalam arbitrase. 
Terkait penyelesaian sengketa melalui DAAB (dahulu DAB) ini 
terdapat sebuah contoh kasus antara antara PT Perusahaan Gas Negara 
(Persero) Tbk. (PGN) melawan CRW Joint Operation yang terdiri atas              
PT Citra Panji Manunggal, PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor dan           
PT Winatek Widita (CRW). Kasus ini bermula dari penanganan perselisihan 
perhitungan tiga belas item klaim Variation Order/Variasi Pekerjaan (VO) 
pada Kontrak Nomor: 002500.PK/243/UT/2006 (“Kontrak”) untuk pekerjaan 
pemasangan pipa gas bumi Grissik – Pagar Dewa. antara PGN melawan 
CRW pada tanggal 28 Februari 2006 senilai USD 17.298.834,57; 
 Sehubungan dengan penyelesaiannatas pengajuan VO tersebut, 
PGN dan CRW awalnya sepakat menunjuk Dispute Adjudication Board 
(”DAB”) yaitu DG Jones untuk menyelesaikan tiga belas claim VO yang 
diajukan CRW. Dalam putusannya DAB mewajibkan  PGN untuk membayar 
sebesar USD 17.298.834, 57. 9 
																																								 																				
9 Lihat lebih jauh dalam Putusan Pengadilan Banding (Court of Appeal) Singapura 
No. 30 tahun 2015 antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. melawan CRW Joint 
Operation yang terdiri atas PT Citra Panji Manunggal, PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor 
dan PT Winatek Widita.   
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 PGN kemudian tidak sepakat atas putusan DAB tersebut, maka 
PGN menyampaikan pernyataan keberatan (NOD) kepada pihak CRW dan 
DAB. Setelah itu CRW mengambil langkah penyelesaiannperselisihan 
berdasarkan kontrak, yakni melalui Arbitrase International Chamber of 
Commerce (ICC) di Singapura. Pada tanggal 24 Nopember 2009, Arbitrase 
ICC telah memberikan Putusan atas perkara ini dengan materi Putusan 
sebagai berikut :  
1. Mewajibkan PGN untuk membayarrsebesar USD 17.298.834, 57 ; 
2. Meminta Perusahaan untuk membayar biaya arbitrase USD 215.000
 termasuk menanggung bagian biaya arbitrase CRW sebesar USD 215.000;  
3. Mewajibkan PGN untuk membayar biaya hukum dan biaya lain 
CRW selama pelaksanaan arbitrase sebesar USD 428.099,33; 
Atas putusan ICC tersebut, PGN berupaya untukkmengajukan 
permohonan pembatalannkepada Pengadilan Tinggi Singapura, karena PGN 
beranggapan bahwa putusan ICC memiliki kelemahan dariisegi hukum, 
yakni: 
a. Mayoritas Arbiter telah melampaui yurisdiksinya dalam mengkonversikan 
Putusan DAB nomor 3 menjadi putusan final tanpa terlebih dahulu 
mempertimbangkan kebenaran putusan DAB terkait sengketa klaim 
pengajuan tiga belas item variasi pekerjaan; 
b. Prosedur arbitrase tidak sesuai dengan Klausul 20.6 Condition of Contract, 
yang mensyaratkan majelis arbitrase untuk mempertimbangkan kelayakan 
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dasar sengketa terhadap kebenarannya atau kelayakan Putusan DAB 
nomor 3 sebelum hal itu dijadikan putusan final; dan 
c. Mayoritas arbiter menolak/gagal untuk mendengar para pihak dalam 
kelayakan dasar sengketa adalah melanggar prinsip keadilan. 
Pengadilan TinggiiSingapura dalam putusannya mengabulkan 
gugatan PGN untuk membatalkannputusan Arbitrase International Chamber 
of Commerce (ICC) pada sidang 8 April 2010 dengan hanya alasan yang 
pertama, yaitu bahwa arbitrer telah melampaui yurisdiksinya karena langsung 
mengkonversi Putusan DAB Nomor 3 menjadi putusan final tanpa 
mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran dari putusan DAB dalam 
perselisihan 13 Usulan Variasi Pekerjaan yang diajukan CRW. 
Pada tanggal 15 April 2010, kuasa hukummPGN telah menerima 
pemberitahuan banding (notice of appeal) yang pada intinya memberitahukan 
adanya upaya hukummbanding atas putusan Pengadilan Tinggi Singapura 
oleh CRW. Pada Tanggal 13 Juli 2011 Pengadilan Banding Singapura 
memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Singapura bahwa arbiter telah 
melampaui yurisdiksinya karena gagal untuk mempertimbangkan kelayakan 
para pihak dari dasar sengketa sebelum mengeluarkan putusan final. 
Pengadilan Tinggi Singapura juga menyatakan bahwa telah ada pelanggaran 
prinsip keadilan karena PGN tidak diberikan peluang yang nyata untuk 
mempertahankan haknya melawan klaim dari jumlah yang diperintahkan 
untuk dibayarkan kepada CRW.  
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Pembatalan putusan Arbitrase ICC dapat menggunakan Pasal 34 
UNCITRAL Model Law on InternationallCommercial Arbitration 1985 with 
Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Arbitrase) sebagai upaya 
perlawanan khusussterhadap putusan arbitrase. Adapun hal-hal yang menjadi 
alasan dapat dibatalkannya putusan arbitrase ditentukan secara limitatif dalam 
Pasal 34 Ayat (2) UNCITRAL Arbitrase, yaitu: 
1) Pihak yang mengajukan permohonannmenyerahkan bukti nyata bahwa 
pihak perjanjian arbitrase yang disebut dalam Pasal 7 ketentuan ini tidak 
memiliki kecakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan 
hukum mana para pihak sudah menundukkan diri, atau, apabila petunjuk 
mengenai hal itu tidak ada, berdasarkan hukum di negara di mana 
putusan itu dijatuhkan; atau 
2) Pihak yang mengajukannpermohonan menyerahkan bukti nyata bahwa 
pihak yang mengajukan permohonan dimaksud tidak diberi 
pemberitahuan yang patut mengenai penunjukkan arbitrator atau 
mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya; atau 
3) Pihak yang mengajukan permohonan menyerahkan bukti nyata bahwa 
putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh 
atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan 
perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang 
berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu 
ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang 
diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, 
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maka bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkannputusan atas 
hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau 
4) Pengadilan menemukan bahwa pokok sengketa tidak dapattdiselesaikan 
melalui arbitrase berdasarkan hukum negara ini; atau 
5) Pengadilan menemukan bahwa putusannbertentangan dengan ketertiban 
umum dari negara ini. 
Jika memperhatikan kasus PGN melawan CRW dapat 
disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Singapura dan Pengadilan Banding 
Singapura telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase 
dengan alasan sesuai Pasal 34 Ayat 2 UNCITRAL Arbitrase yaitu bahwa 
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Dengan makin berkembangnya suatu peradaban/modernisasi 
kehidupan/meningkatnya usaha dan hubungan para pengusaha, peluang 
sengketa makin terbuka lebar. Untuk itu, sangat dirasakan kebutuhan tata cara 
penyelesaian sengketa-sengketa perdagangan denganncepat dan murah, 
khususnya dapat tetap menjaga nama baik dan kepentingan-kepentingan 
perdagangan bagi pihak yang bersengketa. Didalam Standar Kontrak 
Konstruksi FIDIC 2017 sudah mengatur adanya Dewan Sengketa sebagai 
Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu melalui Dispute 
Avoidance/Adjudication Board (DAAB) yang sudah diatur secara lengkap 
dalam Syarat Umum (General Condition), Syarat Khusus (Particular 
Condition), serta Form Perjanjian DAAB telah ditentukan dan Prosedur 
Beracaranya juga telah ditentukan dalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 
2017. 
DAAB merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui 
dewan sengketa sebagaimanaadimaksud dalam Pasal 88 Ayat (5) UUJK. 
DAAB ditunjuk sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa 
apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang berkontrak. DAAB sebagai 
bentuk perkembangan penyelesaian sengketa dalam rangka mewujudkan 
idealisme penyelesaian sengketa sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) 
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Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Selanjutnya disebut UU Kehakiman), yaitu penyelesaian sengketa 
yangssederhana, cepat, dan biaya ringan.  
Adapun karakteristik dari DAAB yaitu dibentuk sebelum terjadinya 
sengketa dan berdasarkan perjanjian diantara pihak kontraktor (DAA 
Agreement), pihak pemilik proyek dan anggota DAAB, bisa terdiri dari 
anggota tunggal atau 3 (tiga anggota), bersifat rahasia (konfidensial), dapat 
berfungsi sebagai lembaga konsultasi (keputusannya tidak mengikat) dan 
sebagai lembaga penyelesaian sengketa (putusan bersifat final dan mengikat 
jika tidak diajukan surat notifikasi keberatan atas putusannya (NOD) dan 
putusan bersifat final meskipun ada pihak yang mengajukan keberatan), biaya 
ditanggung oleh pihak kontraktor dan pihak pemilik proyek. 
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa 
keberatan atas putusan DAAB dapat mengajukan permohonan/gugatan ke 
Arbitrase dengan catatan putusan DAAB bisa dijadikan sebagai alat bukti 
untuk berperkara di arbitrase. Keberatan terhadap putusan DAAB diatur 
dalam ketentuan klausula 21.4.4 [Keberatan terhadap Putusan DAAB]. Jika 
ada pihak yang keberatan terhadap putusan DAAB, maka: 
a) Pihak yang keberatan tersebut dapat memberikan notifikasi keberatan 
[NOD] kepada pihak lainnya dengan salinannya kepada DAAB; 
b) NOD tersebut harus menyatakan “Notifikasi Keberatan terhadap Putusan 
DAAB” dan harus terdapat susunan materi dalam sengketa dan alasan 
keberatannya; 
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c) NOD tersebut harus diberikan dalam jangka 28 hari setelah diterimanya 
putusan DAAB. 
Setelah terpenuhinya jangka waktu 28 hari tersebut pihak yang keberatan 
dapat mengajukan permohonan/gugatan ke Arbitrase, dengan atau tanpa 
dilakukannya proses musyawarah untuk penyelesaian damai (amicable 
settlement). 
 
2. Saran  
DAAB merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui 
dewan sengketassebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (5) UUJK. 
Tetapi dasar hukum yang mengatur hanya melalui pasal tersebut, dan belum 
ada pengaturan lebih lanjut. Kiranya diperlukan pengaturan lebih lanjut 
mengenai dewan sengketa dalam peraturan perundang-undangan sebagai 
bentuk respon atas perkembangan penyelesaian sengketa bisnis yang semakin 
mendekati idealisme penyelesian sengketa sebagaimana terdapat dalam Pasal 
2 ayat (4) UU Kehakiman, yaitu penyelesaian sengketa yang sederhana, 
ccepat, dan biaya ringan. 
Pengaturan didalam peraturan perundang-undangan diantaranya 
yaitu dengan melakukan amandemen terhadap ketentuan pasal 6 UU Arbitrase 
dan APS, dengan menambahkan pengaturan dewan sengketa sebagai salah 
satu alternatif penyelesaian sengketa, serta menegaskan bahwa: 
a) putusan dewan sengketa bersifat final dan terhadap putusan yang tidak 
diajukan keberatan oleh para pihak menjadi final dan mengikat; 
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b) putusan dewan sengketa dapat dijadikan alat bukti dalam tahapan 
penyelesaian sengketa selanjutnya (baik melalui arbitrase atau 
pengadilan); 
c) adanya kewajiban bagi anggota dewan sengketa untuk mendaftarkan 
putusannya yang final dan mengikat ke pengadilan supaya mempunyai 
kekuatan eksekutorial , jika ada pihak yang tidak mau melaksanakan 
putusannya dengan sukarela. 
Hal-hal yang selanjutnya perlu untuk diatur yaitu lembaga yang menaungi 
dewan sengketa yang juga tempat bernaungnya dan bertanggung jawab untuk 
menciptakan ajudikator yang berkompeten, standarisasi format perjanjian 
dewan sengketa, standarisasi biaya dewan sengketa, peraturan 
prosedur/hukum acara dewan sengketa melalui peraturan pemerintah sebagai 
peraturan pelaksanaan dari UU Arbitrase dan APS yang telah diamandemen 
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